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ABSTRAK

VEGA YURISDIAH (B111 06 069), Proses Penyelesaian
Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan
oleh Suami Tanpa Perselujuan st (Studi Kasus Pulusan No.
8/PdL.G/2009/PA. Una), dibimbing oleh Ibu A, Suryaman MP dan Bapak
Achmad,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
penyelesaian sengketa harta bersama ketika terjadi penjualan harta yang
dilakukan cleh suami tanpa persetujuan istri dan untuk mengetahui
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa harta bersama
ketika terjadi penjualan harta yang dilakukan oleh suami tanpa
persetujuan istri,

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Unaaha, Sulawesi
Tenggara dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah yang
akan dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Unaaha
dengan berdasarkan data yang dipercleh baik dengan mengadakan
wawancara langsung dengan hakim maupun mempelajari data yang
diperoleh melalui penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen,
buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang
dbahas.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain
adalah (1) Adanya kefidaktertiban dalam proses beracara dengan tetap
digelarnya sidang walalupun dengan pemanggilan yang tidak patut serta
adanya ketimpangan dalam proses pembuktian karena salah satu pihak
tidak mendapat kesempatan yang sama seperti pihak yang lainnya dalam
memberikan pembuktian di muka persidangan. (2) Dalam menjatuhkan
putusan terhadap perkara ini, majelis hakim kurang mempertimbangkan
petitum-petitum gugatan khususnya mengenai harta yang telah
diperjualbelikan ocleh pihak suami. Majelis hakim menilai penjualan harta
yang dilakukan oleh suami telah mendapat persetujuan dar istri namun
tidak didukung oleh bukti-bukti kuat yang menyatakan istri telah
menyetujui penjualan harta tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhiuk =asial yang hakekatnya selalu
berusaha untuk berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesamanya.
Hubungan ini pada akhirmya akan membentuk kelompok-kelompok yang
terdiri dari manusia itu sendiri baik dari jumilah yang paling kecil yaitu
keluarga maupun suatu komunitas besar sebagai masyarakat dalam
sebuah negara. Sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan antara
seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan ikatan di antara
dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, perbedaan itu dapat dari
segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan
dan lain sebagainya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan
fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat
menentukan jalan hidup seseorang.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan.
Namun dalam kenyataannya, terkadang keluarga atau rumah tangga yang
dibentuk oleh ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dengan

berbagai sebab.. Penyebab keretakan keluargafrumah tangga sangat



beragam dan muncul terkadang tidak diperkirakan sejak awal. Pada
awalnya masing-masing pihak beranggapan bahwa calon pasangan
mereka adalah orang yang tepat mendampingi perjalanan hidupnya.
Namun perkembangan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan.
terkadang permasalahan yang terjadi tidak dapat lagi terselesaikan
sehingga berujung pada perceraian atau perpisahan. Secara materiil
perceraian didasari cleh kaedah agama/ kepercayaan dari pasangan
bersangkutan dan secara formil putusan pengadilan memberikan
keabsahan atas perceraian yang terjadi menurut hukum negara yang
berlaku. Salah satu akibat dari perceraian adalah pembagian harta
bersama Pembagian harta gono-gini seringkali menjadi persoalan pelik
yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Bahkan
berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap
menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit disamping masalah
hak asuh atas anak.

Pembagian harta bersama terkadang jauh lebih rumit dari
proses perceraian itu sendir. Terlebih jika telah terjadi percampuran
antara harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan harta
bawaan masing-masing. Setiap pasangan tentu tidak menginginkan
perkawinannya berakhir dengan perceraian, sehingga tidak jarang ketika
masih terikat sebagai suami isir, penggunaan harta tidak
mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain. Pembahasan

mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri dan
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apa yang menjadi milik mereka bersama selama perkawinan yang dijalani
masih harmonis jarang mendapat perhatian dar suami istri tersebut,
sehingga apabila terjadi perceraian baru timbul masalah atas
penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta
bersama itu diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI}.

Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang
dipercleh selama perkawinan. Dalam Pasal 35 Ayat (2) dikatakan, bahwa
Harta bawaan dari masing-masing suami dan isten dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dari ketentuan Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya
tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, secara hukum, harta
yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri, baik harta
bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian
ada merupakan harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari warisan
atau hibah tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang
tidak ditentukan lain. Demikian halnya dengan status harta bawaan dari
suami atau istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



Kemudian dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang
Perkawinan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau
isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Makna yang
dapat ditarik dari ketentuan pasal tersebut adalah sepanjang dalam ikatan
perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta, suami atau
istri tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak
kepemilikannya dalam bentuk apapun. Mengalihkan kepemilikan harta
bersama, misalnya dengan menjualnya oleh suami atau istri harus
mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Penjualan harta bersama
yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain
menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta
bersama khususnya Pasal 36 Ayat (1) tersebut di atas.

Dalam kenyataannya, selama dalam perkawinan, tidak jarang
salah satu pihak melakukan tindakan hukum atas harta pihak lainnya. Hal
ini disebabkan pemikiran karena mereka telah menyatu dalam ikatan
perkawinan maka apa yang dimiliki oleh suami juga menjadi milik istri atau
sebaliknya tanpa memperhatikan asal usul harta tersebut diperoleh.
Setelah berceral dan berusaha mempertahankan hak masing-masing
terhadap harta yang dimiliki secara sendiri-sendiri maupun terhadap harta
bersama barulah menemui permasalahan yang sangat pelik.

Kemudian, dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan
ditegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta

bersama diatur menurut hukumnya  masing-masing. Dalam



penjelasannya,, menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud
adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Jadi, penyelesaian
sengketa tentang harta bersama diselesaikan sesuai dengan ketentuan
hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat Pasangan yang
melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan syanat Islam
maka penyelesaian sengketa harta bersama diselesaikan melalui
peradilan agama. Demikian halnya dengan penganut agama lain,
sengeketa harta bersama diselesaikan pada peradilan umum.

Dalam penjelasan Pasal 45 Undang-undang No.7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Peradilan
Agama telah merinci hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi wewenang peradilan
agama yang salah satunya adalah mengenai penyelesaian sengketa harta
bersama. Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
diharapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dengan
memberikan putusan sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Unaaha
telah memeriksa dan mengadili perkara harta bersama Nomor
B/Pdt. G/2009/PA. UNA. Dalam permohonannya, pihak suami meminta
majelis hakim untuk menetapkan dan membagi harta benda baik harta
bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta bawaan dan harta

bersama pemohon dan termohon. Dalam jawabannya, termohon



menyatakan bahwa beberapa harta tidak bergerak berupa tanah milik
pemchon dan termohon,, pemchon telah melakukan penjualan
terhadapnya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku istri.

Hal ini menarik dikaji untuk menjawab isu-isu hukum yang
dapat timbul dari putusan ini. Dalam proses pemeriksaan harta bersama,
dalam praktek sering mengalami kesulitan yang lebih kompleks ketimbang
perkara perceraian. Karena bisa saja harta bersama maupun harta
bawaan pemohon dan termohon telah terjadi campur aduk, lebih sulit lagi
jika memang ternyata salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum
berupa pengalihan kepemilikan tanpa mendapatkan persetujuan dari
pihak lain. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut
bagaimana proses pemeriksaan terhadap perkara harta bersama ini dan

bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar masalah yang
dibahas dapat lebih terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa harta bersama
Nomor 8/Pdt.G/2008/PA.Una ketika terjadi penjualan harta yang
dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa
harta bersama tersebut khusunya mengenai penjualan harta yang
dilakukan oleh pihak suami?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta
bersama ketika terjadi penjualan yang dilakukan oleh suami tanpa
persetujuan istri,

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus
sengketa harta bersama khususnya mengenai penjualan harta

yang dilakukan oleh pihak suami..

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagal pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum
keperdataan dan hukum acara.

2. Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama
bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui pelaksanaan
penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan
referansi pelengkap tentang permasalahan dan penyelesaian

sengketa harta bersama.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama
1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau yang populer di kalangan masyarakat
dengan istilah harta gono gini diartikan sebagai harta benda dalam
perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-
sama selama masa perkawinan masih berlangsung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1996,
yang dimaksud dengan harta adalah barang (uang, dsb) yang menjadi
kekayaan. Sedangkan bersama berarti berbarengan, serentak, dan
seterusnya. Secara khusus dalam KBBI tertulis bahwa harta bersama
adalah harta yang dipergunakan secara bersama-sama.

Dari pengertian harta bersama yang terdapat dalam KBBI
tersebut, menunjukkan bahwa semua harta yang dipergunakan oleh
suami maupun istri selama dipergunakan dan dimanfaatkan bersama
termasuk dalam harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa pemilik dan
kapan diperolehnya harta benda tersebut. Pengertian yang terdapat dalam
KBBIl ini sangat lemah, sebab dapat saja harta yang dipergunakan
tersebut merupakan harta warisan, harta bawaan atau bahakan harta
orang lain yang dipinjamkan kemudian diperguankan oleh suami istri

sacara bersama-sama.



Kemudian, menurut J. Satrio (1991:54-55) yang memakai istilah
harta persatuan, memberikan definisi sebagai berikut:

Harta persatuan adalah harta milik suami-istd bersama-sama,
yang terbentuk sebagai akibat dari perkawinan mereka, yang
melipuli harta bergerak maupun harta tak bergerak, yang dibawa
oleh suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yang mereka
peroleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan
mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak
ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang, yang dibuat
suami-istri sebelum perkawinan mereka dan hutang persatuan
yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan.

Dari definisi yang dikemukakan oleh J. Satrio, terlihat bahwa
harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang terbentuk akibat
adanya perkawinan, Sehingga apabila terjadi perkawinan maka dengan
serta merta terjadi percampuran harta, harta-harta milik pribadi suami
maupun istri sebelum perkawinan otomatis masuk menjadi harta bersama.
Definisi tersebut tidaklah memisahkan antara harta bawaan masing-
masing suami istri dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
Walaupun demikian, terdapat pengecualian apabila antara suami istri
memperjanjikan lain.

Berbeda dengan J. Satrio, Martiman Prodjohamidjojo (1991:34)
mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Walau tidak secara jelas
dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan
masing-masing suami istri sebelum perkawinan dengan harta bersama,

dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh

selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya,
9



Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f
menyebutkan bahwa:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri
selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya
disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapapun.

Dari definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam
tersebut, lebih memberikan kepastian hukum kepada masing-masing
pihak suami atau istri, karena harta bersama tidak dipandang dari terdaftar
atas nama siapa. Hal ini sering menjadi persoalan, karena salah satu
pihak bisa saja dirugikan apabila di kemudian hari terjadi perceraian yang
kemudiaan diikuti dengan sengketa harta bersama. Karena kepemilikan
suatu barang jelas hanya terdaftar atas satu nama. Dengan adanya
ketegasan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, masing-
masing pihak terlindungi dari adanya kemungkinan dirugikan dalam
sengketa harta bersama.

Fada Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan:

(1) Harta Bersama diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama.

(2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka hara

perkawinan terbagi atas harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan
10



harta warisan. Adapun pengertian harta bersama adalah harta yang
didapat suami istri selama perkawinan. Jika terjadi putusnya perkawinan
karena perceraian maka mengenai harta bersama ini diatur menurut
hukumnya masing-masing. Sedangkan harta bawaan, yaitu harta yang
masing-masing di bawa cleh suamin istri ke dalam ikatan perkawinan,
mungkin berupa hasil jerih payah sendii maupun harta yang berupa
hadiah, atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri
sebelum atau sesudah perkawinan. Harta-harta tersebut tetap dikuasai

masing-masing, selama tidak ditentukan lain.
2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan
yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang
atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Berikut
ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai

dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang harta
bersama diatur dalam Buku | tentang orang pada Bab VI tentang
persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya
yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu: bagian 1. Tentang persatuan harta
kekayaan menurut Undang-undang yang terurai dalam 5 Pasal (Pasal

119-Pasal 123). 2. Tentang pengurusan harta kekayaan persatuan (Pasal
11



124-Pasal125). 3. Tentang pembubaran persatuan dan tentang hak
melepaskan dir dari itu.

Pengaturan dalam KUHPerdata tentang kekayaan dalam
perkawinan menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara suami
istri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri,
baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang
mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu
kekayaan selaku milik bersama dar suami istri. Namun ada suatu
pengecualian dalam pencampuran kekayaan tersebut secara bulat, yaitu
apabila suami atau istri masing-masing mendapat suatu hibah atau wasiat
dalam mana yang menghibahkan menentukan barang yang dihibahkan itu
tidak boleh dimasukkan dalam pencampuran kekayaan antara suami dan
istri.

Kemudian tentang pembubaran persatuan dan tentang hak
melepaskan din dari itu, pada Pasal 128 KUHPerdata diuraikan tentang
besarnya bagian harta kesatuan yang harus dibagi antara suami isfri
maupun para ahli warisnya setelah bubamya persatuan harta perkawinan
tersebut karena perceraian atau karena kematian.yaitu setelah bubarnya
persatuan harta maka harta tersebut harus dibagi dua. Kemudian barang-
barang yang berupa pakaian, perhiasan, dan perlengkapan lainnya yang
merupakan mata pencarian masing-masing pihak begitu pula dengan
surat-surat berharga boleh diminta kembali oleh pemilik awalnya dengan

syarat harus membayar harga barang tersebut sesuai dengan nilai
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taksiran yang dilakukan oleh para pihak ataupun oleh seorang yang ahli

dalam hal itu, sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 129
KUHPerdata.

2. Undang-undang MNo.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Perkawinan.

Undang-undang No.1 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok
Perkawinan vyang kemudian disebut Undanﬁ-undang Perkawinan
mengatur tentang harta benda perkawinan pada Bab VIl Pasal 35, Pasal
36, dan Pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Harta benda yang dipercleh selama perkawinan menjadi
harta bersama.

(£)Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

{1)Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak.

(2)Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur

menurut hukumnya masing-masing.

Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan
harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 35 (1) UU. No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta

bersama adalah harta yang dipercleh selama suami dan istri diikat dalam
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perkawinan. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesualu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Mulai perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku
kesatuan antara harta kekayaan suami istri, Persatuan harta kekayaan itu
berlaku selama suami isti  dalam ikatan perkawinan, tanpa
mempersoalkan siapa di antara suami atau istri yang mencarinya dan juga
tidak mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan tersebut terdaftar.
Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
Benda berwujud dapat berupa benda bergerak sedangkan yang tidak
berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum
menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat
(2) UU Perkawinan dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan
istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain.

Dengan lebih rinci, Setiawan_(Jakarta: 2003) menyatakan bahwa
berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat
dibedakan dalam empat macam. Pertama, harta hibah dan harta
warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri baik yang
diterima sebelum kawin maupun selama perkawinan statusnya
sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal
tersebut telah diatur dalam Pasal 35 (2). Pada Pasal dan Ayat
tersebut dijelaskan harta bawaan dari masing-masing suami isteri
han harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan berada di bawah pengawasan masing-masing
sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak
membuat kesepakatan lain. Kedua, harta hasil usaha sendiri
sebelum mereka kawin. Implikasi hukumnya masih berkaitan

dengan penjelasan Pasal 35(2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh
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sebagai hasil usaha sendiri, tetap dikuasai masing-masing. Ketiga,
harta yang diperolen saat perkawinan atau karena pernikahan.
IH&rtfa jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik
Isterl, ada yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik
keduanya. Selain itu, ada pula yang menjadi milik crang tua
mempelah pengantin dan ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak
keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang jelas tentang
kepemilikan harta tersebut. Namun yang terpenting dalam hal ini
adalah mahar atau maskawin. Keempat, harta yang dipercleh
selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang
dari suami isteri dan selain harta warisan. Harta dalam kategori ini
didapat selama suami dan isteri terikat cleh perkawinan. Harta ini
dikuasai bersama oleh suami isteri dan harta inilah yang disebut
harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi
selama suami dan isteri berada dalam ikatan perkawinan. Harta ini
sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila
mereka berceral, baik cerai hidup ataupun cerai mati.

(http:/fibhan. multiply. com/fjournalfitem/3/UU._No._1_Tahun_1974 P
asal_35_Tentang Perkawinan)

Dalam Pasal 36 tersebut di atas dapat diketahui, bahwa yang

berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri.

Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan,

karena kedudukan mereka seimbang terhadap harta bersama itu.

Menyimpang darn ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat

(1) dan Pasal 36 Ayat (1), Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

memberikan kelonggaran kepada suamifistri untuk mengatur tentang harta

bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian

Perkawinan yang diatur dalam:

BAB V
Perjanjian Perkawinan
Pasal 29
1. Pada wakiu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
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mengadakan perjanjian tertulis vyang disahkan oleh
Pegawal Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku
Juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,

3. Perjanjian tersebut  berlaku  sejak  perkawinan
dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak
dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) harta bawaan yang
dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak tidak diperbolehkan
adanya campur tangan dari pihak lain. Dalam hal ini, istri ataupun suami
mempunyal hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa
campur tangan suami atau istn untuk menjual, menghibahkan atau
menjaminkan. Tidak pula diperiukan bantuan hukum dari suami untuk
melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi istri begitupun
sebaliknya

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37
Undang-undang perkawinan menyebutkan bila perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal
ini mengindikasikan penggunaan aturan hukum yang berbeda-beda dalam

penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat
dalam Bab XIll tentang kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97.
Dalam Pasal 86 Ayat (1) menyatakan bahwa pada dasamya tidak ada
percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara
Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan
dikuasai penuh clehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta
bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain
dalam perjanjian perkawinan, ketentuan ini memperkuat ketentuan Pasal
35 Ayat 2 UU no.1 Tahun 1874 bahwa keduanya memegang hak penuh
terhadap harta bawaannya masing-masing. Sedangkan Pasal 87 (2)
menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,
hadiah, sodagoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila
terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal
89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,
harta isteri maupun hartanya sendir, sementara Pasal 90 menyatakan
bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun
harta suami yang ada padanya. Pasal 91 terdiri dari empat Ayat: (1) harta
bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa
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benda berwujud atau tidak beruwujud; (2) harta bersama yang berwujud
dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan
kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan
oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan
bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 Ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap
hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2)
pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak
mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak
ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Pasal 94 terdiri
dari dua Ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri
sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1),
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga,
atau yang keempat. Pasal 95 tediri dari dua Ayat (1) dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau isteri dapat meminta
Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama

tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
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perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti
Judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan
penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin
Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua Ayat: (1) apabila terjadi cerai mati,
maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih
lama; (2) pembagian harta bersama bagi secrang suami atau isteri yang
isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
Pengadilan Agama. Terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari Pasal-
Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam
Indonesia pada dasamya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang
harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang

kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut H.A. Mukti Arto (1996:241) ruang lingkup harta

bersama adalah sebagai berikut:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan;
b: Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang
dibiayai dari harta bersama;
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c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan,
kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri;

d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta
bawaan/pribadi suami istri;

e. Segala penghasilan pribadi suami;

f. Segala penghasilan pribadi istri; dan

g. Segala penghasilan harta bersama suami istri,

Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami isiri,

kecuali dibuktikan sebaliknya. Taspen dan asuransinya termasuk
harta bersama.

Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh
kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal 85 Kompilasi
Hukum Islam menyebutkan: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami
atau istri.”

Dari Pasal 35 Undang-undang Mo. 1 Tahun 1974, J.Satno
(1991:1839) mengemukakan.

... bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah:

a. Hasil dari pendapatan suami.

b. Hasil dari pendapatan istri.

c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istr —
sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal
kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Secara lebih luas, Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam
menegaskan ruang lingkup harta bersama meliputi:

1) Harta bersama sebagai wujud dalam Pasal B5 di atas dapat

berupa benda berwujud atau tidak nerwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda fidak

bergerak, benda bergerakdan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan
kewajiban.
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M. Yahya HArahap (1989:302) memberikan patokan atau

ukuran yang lebih rinci dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh

H.A. Mukti Arto sebelumnya untuk menentukan ruang lingkup hara

bersama sebagal berikut;

d.

Harta yang dibeli selama perkawinan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang
termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat
permbelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka
harta tersebut menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan:

L]
b.

Apakah istri atau suami yang membeli,

Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami,

Apakah harta itu terletak dimana.

Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang
dibiayai dari harta bersama

untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta
bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian
atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun
barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.
Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
_untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek
harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan
keberhasilan penggugat membuklikan bahwa harta-harta
yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan
berlangsung.

. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis
akan jatuh menambah jumiah harta bersama....Juga
termasuk dari penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi
syami istri, akan jatuh menjadi objek harta bersama.

Segala penghasilan pribadi suami atau isfri.
...penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya
terfjadi menurut hukum, sepanjang suami st tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari kelima patokan tersebut di atas, maka menarik perhatian

pada poin ketiga di mana penentuan semua barang termasuk dalam harta

bersama atau bukan, ditentukan melalui pembuktian di pengadilan. Hal ini

karena hampir semua orang yang digugat (menguasai objek perkara
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beruasaha membantah dengan berbagai macam dalil. Oleh karena itu,
pembuktian sangat memegang peranan dalam menentukan apakah suaftu
barang termasuk harta bersama atau bukan. Sejalan dengan itu, M.
Yahya Harahap (1989:293) kembali menyatakan “Jika gugat perceraian
dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta

bersama sepanjang barang-barang yang dapat dibuktikan sebagai harta

bersama.”

C. Kewenangan Suami Istri atas Harta Bersama
Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan , menyatakan “Mengenai harta bersama suami atau

istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Hal itu juga ditegaskan di dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum
Isiam, sebagai berikut “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Dari dua ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami
memerlukan persetujuan istri dan sebaliknya istri memerlukan persetujuan
suami dalam hal mengalinkan harta bersama, seperti dengan menjual,
menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum lainnya.
Hal ini berarti suami atau istri berwenang melakukan tindakan hukum atas

harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak.
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Mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang
termuat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, J. Satrio
{1991:205) menyatakan sebagai berikut:

v Secara gramatikal dapat kita artikan, bahwa suami ataupun
= a. Harus bertindak bersama-sama

b. Suami memberikan kuasa/persetujuannya kepada istri  dan

sebaliknya.

Kewenangan bertindak atas harta bersama khususnya pada
poin a, memerlukan keluwesan dalam mengaplikasikannya agar tidak
memberatkan kedua belah pihak, Untuk hal-hal tertentu memang sudah
seharusnya suami istri bertindak bersama-sama terhadap harta bersama.
Misalnya dalam hal suami akan mengalihkan kediaman bersama dengan
cara menjualnya maka tentu akan dilakukan bersama istrinya. Hal ini
bukan berarti bersama-sama secara tekstual tetapi dalam art hukum.
Apakah itu berupa persetujuan secara tertulis atau berupa surat kuasa
untuk mewakili istri atau suaminya. Dalam kenyataan sehari-hari,
masyarakat khususnya perbankan sudah mempraktikkan hal seperti itu.
Suami yang akan mengambil kredit di bank, tidak akan dilayani oleh pihak
bank tanpa persetujuan tertulis dari istrinya.

Pada sisi lain, ada hal-hal tertentu yang bisa ditoleransi tanpa
harus dilakukan secara bersama-sama atau mendapatkan persetujuan
secara tegas dari pihak suami maupun istri seperti pada poin b di atas.

Pemberlakuan prinsip tersebut secara kaku dapat menimbulkan

keruwetan dan kesulitan baik bagi suami maupun istn dalam bertindak
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terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-
hari. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam menegaskan bahwa “Istri menyelenggarakan dan mengatur

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Adanya kewenangan istri menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi
terhadap penggunaan harta bersama. Seorang istri yang akan berbelanja
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mungkin menunggu suami
pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya untuk berbelanja
keperluan hanan.

Dalam hal seperti ini, hukum mengenal adanya teori fictie yakni
seorang suami dianggap telah memberikan persetujuaanya kepada istni
dan sebaliknya istri memberikan persetujuan kepada suami dalam
melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama menyangkut
kepengurusan rumah tangga sehari-hari berdasarkan kewenangannya
masing-masing.

Dalam konteks ini, suami dapat dikatakan memiliki kewenangan
yang lebih luas dalam penyelenggaraan rumah tangga yang dapat kita
lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 81, sebagai

berikut:

Pasal BO:

(1)Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah
tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan .ru_mahl
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami ister
bersama.
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(2)Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya

(3)Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada
isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan
yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan
bangsa.

(4)sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi isteri dan anak;

¢. biaya pendididkan bagi anak.

(5)Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada
Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada
tamkin sempurna dari isterinya.

(6)Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a
dan b.

(7)Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur
apabila isten nusyuz.

Pasal 81:

(1)Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan
anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2)Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk
isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah
talak atau iddah wafat.

(3)Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan
anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka
merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga
berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,
sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah

tangga.

(4)Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan
lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan
rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kemudian, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi

dua antara suami dan istri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan
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lebih banyak dihasilkan dari jerih payah suami atau istri. Untuk hal ini, J.
Satrio (1991:191) menegaskan bahwa:

Selanjutnya telah menjadi jurisprudentie tetap, demikian P.N.
Lhoksukon, bahwa barang-barang yang dipercleh dalam
perkawinan, walaupun seorang istri tidak bekerja, tapi
dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-
harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan adalah
merupakan harta bersama (harta serikat).

Hal serupa juga dinyatakan dalan Pasal 97 Kompilasi Hukum
lslam * Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang lidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.”

Sebaliknya, kewenangan dari suami istri terhadap harta
bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau tindakan
hukum lainnya jika merugikan dan membahayakan kepentingan masing-
masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri, Hal ini jelas
dalam Pasal 95 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2)
huruf ¢ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal
136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama
tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah
satu melakukan perbuatan yang merugikan dan
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,
boros, dan sebagainya.

(2} Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta
bersama untuk keperuan keluarga dengan izin
Pengadilan Agama.

Pembatasan kewenangan suami atau istri terhadap
pengelolaan dan pengurusan harta bersama dilakukan dengan terlebih

dahuly mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk
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meletakkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan (sita konsenvatoir) itu
dapat dilakukan dengan berdii sendii tanpa didahului dengan
permohonan cerai talak atau gugatan cerai. Apabila permohonan tersebut
dikabulkan, maka suami atau istri dapat menjual harta bersama untuk

keperluan tertentu setelah mendapat ijin Pengadilan Agama yang

berwenang.

D. Kewenangan Peradilan Agama

Dalam hukum acara, dikenal adanya istilah kompetensi relative
dan kompetensi absolute. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan
masalah kewenangan dari lembaga peradilan atau pengadilan yang
berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul
di antara para pihak.

Kekuasaan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingakatan
pengadilan, dalam perbedaannya dengan [enis perkara atau jenis
pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Sedangkan kekuasaan
relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama
tingkatan lainnya,misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan
Pengadilan Negeri Purworgjo, antara Pengadilan Agama Muara Enim
dengan Pengadilan Agama Baturaja. (Roihan A Rasyid, 1892:25-27).

Selanjutnya, mengenai kewenangan yang dimiliki oleh
Peradilan Agama di atur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama

yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1980 yang diperbarui dengan Undang-
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undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No 50 Tahun 2009
khususnya Pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2 UU No.7 Tahun
1888 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Mo. 50 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: UU
No. 11974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan
pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum
Islam.

Kompilasi Hukum lslam yang berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan
masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi
tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua
masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum meteriil yang
berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui
penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau

penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun

status harta perkawinarn.
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Mengenai pelayanan hukum ini, Mukti Arto (1995 2-3)

menjabarkan

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi
kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir
sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah
sengketa dan hukum tentang:
l.  Anak dalam kandungan;
Il. Kelahiran:
.  Pemeliharaan anak;
IV. Perkawinan (akad nikah);
V. Hak dan kewajiban suami-istri;
V1. Haria perkawinan;
VIl. Perceraian;
Vill. Pemeliharaan orang tua;
IX. Kematian: dan
X. Kewarisan

Selanjutnya Mukti Arto merinci sengketa-sengketa tersebut

sebagai berikut:

. Anak dalam kandungan:
« Sahftidaknya kehamilan;
« Status anak kandungan sebagai ahli wans;
« Bagian warisan anak dalam kandungan;
« Kewajiban orang tua terhadap anak dalam
kandungan;,
IIl. Kelahiran;
s Penentuan sah atau tidaknya anak;
« Penentuan asal usul anak;
« Penentuan status anak/pengakuan anak;
Ill.  Pemeliharaan anak;
Perwalian terhadap anak;
Pencabutan kekuasaan orang tua;
Penunjukan/penggantian wali;
Pemecatan wali;
Kewajiban orang tua/wali terhadap anak;
Pengangkatan anak;
Sengketa hak pemeliharaan anak;
Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat;
Pembatalan pengangkatan anak;



"

WI.

VIl

Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak;

Perkawinan (akad nikah);

Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya;
Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria
dan 16 tahun bagi wanita;

ljin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur
21 tahun.

Wali adhol (Permenag No.2/1987)

Pencegahan kawin:

Penolakan kawin oleh PPN;

ljin beristri lebih dari secrang;

Fenetapan sahnya perkawinan;

Pembatalan perkawinan;

Penolakan ijn perkawinan campuran oleh PPN,
Penetapan sah/tidaknya rujuk;

Hak dan kewajiban suami-istri;

Mahar;

Penghidupan istri (nafkah, kiswah,maskah, dsb);
Penetapan nusyuz;

Perselisihan suami-istri;

Gugatan atas kelalaian istri;

Muth'ah;

Nafkah iddah;

Sengketa tempat kediaman bersama suami-istri;

Harta perkawinan;
« Penentuan status harta benda dalam perkawinna;

Perjanjian harta benda dalam perkawinan;
Pembagian harta benda dalam perkawinan,
Sengketa pemeliharaan harta benda dalam
perkawinan;

Sita marital atas harta perkawinan;

Sengketa hibah;

Sengketa wakaf;

Shadagoh;

Wasiat wajibah;

Harta bawaan suami-istri,

Putusnya perkawinan

Penantuan putusnya perkawinan karena kematian,
Perceraian atas kehendak suami (cerai talak);
Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat yang di
dalamnya meliputi masalaha tentang li'an, khuluk,

fasakh, dsb),

Putusnya perkawinan Karen sebab-sebab lain;
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VIll.  Pemeliharaan orang tua;
* Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46
UUP);
» Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat;
IX. Kematian
= Penetapan kematian secara yuridis, misalnya
karena mafqud (ps. 96 Ayat (2) KHI);
+ Penetapan sah/tidaknya wasiat;
A, Kewarisan
Penentuan ahli waris;
Penentuan mengenai harta peninggalan;
Penentuan bagian masing-masing ahli waris,;
Pembagian harta peninggalan;
Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewans,
Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap
bertindak;
+ Baitul mal.

& & B & & @&

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7
Tahun 1987 tentang Peradilan Agama wewenang yang dimiliki oleh salah
satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman  uniuk
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari
keadilan perkara tertentu tersebut diperiuas. Dalam Undang-undang ini
kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat,
khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi
ekonomi syari'ah.

Selanjutnya Muktio Arto memaparkan dua asas untuk
menentukan kekuasaan absolute Pengadilan Agama, yaitu apabila:

1. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang

muslim, atau
5 Suyatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau

peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum
lslam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai
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seorang muslim, dalam keluarga sebagaimana dimaksud
Pasal 48 UU. No.7/1989,
Atas dasar itu maka:

- Sengkela mengenai perkawinan yang dilakukan menurut

hukum Islam dan segala akibat hukumnya diselesaikan
Pengadilan Agama.

- Harta waris orang yang beragama Islam dibagi secara Islam
dan apabila terjadi sengketa diselesaiakan di PA

E. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadinya silang pendapat atau sengketa para pihak
sering lebih mengutamakan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi
dengan jalan kekeluargaan. Selain mendapatkan penyelesaian yang lebih
baik, hal ini lebih menjaga silaturrahmi dan ikatan persaudaraan yang
masih dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sehingga sengketa yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dapat
terselesaikan lewat jalur pengadilan. Cara penyelesaian sengketa tanpa
proses peradilan ini disebut penyelesaian sengketea non litigasi.
Sedangkan penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan disebut
penyelesaian sengketa litigasi. Dalam menyelesalkan permasalahan yang
dihadapi, pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan
litigasi atau non litigasi tergantung pada latar belakang masyarakat

tersebut. Achmad Ali (1999:11)

_..apakah seseorang memilih untuk menggunakan pengadilan
atau tidak tergantung pada kultur hukum yang melatarbelakanginya, jika
kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur litigasi, berarti 1a akan lebih
cenderung menggunakan penggd:lan . sebagai sarananya dalam
menyelesaikan konfliknya dengan pihak lain. Sebaliknya, jika kultur hukum
s@eseorang didominasi oleh kultur non litigasi, n:taha tentunya ia akan
cenderung menggunakan cara-cara di luar pengadilan,
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Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili
dirumuskan sebagai memeriksa dan memutus perkara. Memutuskan
perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan menyelesaikan
perkara atau sengketa tersebut karena terkadang putusan hakim ada
kemungkinan memperdalam luka-luka/mempertajam persengketaan.
Hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan bahkan dengan
putusan hakim tersebut mengandung potensi menimbulkan sengketa atau
perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ada
perubahan orientasi dari memutuskan perkara menjadi menyelesaikan
perkara.

Pada Tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di
hawah Pemerintahan BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang
Mo, 30 Tahun 1999 tentang Asbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Undang-undang tersebut memang mengatur penyelesaian
sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan
hak bagi para pihak Yyang bersengketa untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan di antara para pihak yang dapat
mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bertujuan untuk:

« Mengurangi kemacetan pengadilan

« Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
penyelesaian sengketa
Memperlancar jalur memperoleh keadilan
Memperaleh penyelesaian sengketa secara win-win
solution.
Adapun keuntungan APS adalah:
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Sifat kesukarelaan dalam proses

Prosedur yang cepat

Keputusan non judicial (tidak menghukum)

Sifat rahasia (provatisasi sengketa)

Fleksibilitas  dalam  merancang  syarat-syarat
penyelesaian sengketa

Hemat waktu dan biaya

Perlindungan dan pemulihan hubungan yang ada
Kemudahan untuk melaksanakan hasil penyelesaian
sengketa,

« Lebih mudah memperkirakan hasil.
(hitp://74.125.153.132/search?g=cache:nTCvEBacx Y.l h
ukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D1 16+tuju
an+alternatif+penyelesaian+sengketadcd=1&hl=id&ct=cl
nk&gl=id&client=firefox-a)

& & ® @® W

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, terdapat 6
(enam) cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsultasi, pemberian pendapat hukurmn dan arbitrase.

Gunawan Widjaja (2001:86-96) menjelaskan tentang cara
penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Konsultasi
...pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan
yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang
disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan
pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada
klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan
kiiennya tersebut Tidak ada suatu rumusan yang
menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk
memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan
oleh pihak konsultan. Ini berarti, kiien adalah bebas
untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil
untuk kepentingannya sendiri, walaupun se mikian tidak
menutup kemungkinan klien akan dapat
mempergunakan pendapat yang disampaikan u_:leh pihak
konsultan tersebut. Ini berati dalam hunspl.ts.a, sebagai
syatu bentuk pranata alternative pEI'I‘j'E:h_E‘EEWn mnglgata,
peran dari konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan
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atau sengeketa yang ada tidaklah dominan sama sekali,
konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum)...
. Negosiasi
..bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga
alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di
luar pengadilan_..Dari literatur hukum diketahui bahwa
pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu
pranata alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat
informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal.
Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk
melakukan pertemuan secara langsung pada saat
negosiasi dilakukan, pun negosiasi tersebut tidak harus
dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para
pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat
melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak
dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi
yang sama-sama menguntungkan (win-win) dengan
melepaskan atau memberikan kelonggaran (concession)
atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal
balik.
. Mediasi
...atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau
beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang
atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator...Sebagai  pihak  ketiga yang  netral,
independen, tidak memihak, dan ditunjuk oleh para pihak
(secara langsung maupun melalui lembaga mediasi),
mediator berkewajiban untuk melaksankan tugas dan
fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan
para pihak.
. Konsilisasi
Jika kita kembali pada asal kata konsiliasi, conciliation
(dalam bahasi Inggris) berarti perdamaian dalam Bahasa
indonesia...merupakan langkah awal sebelum siding
peradilan (litigasi) dilaksanakan. Konsiliasi tidak hanya
dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya
proses litigasi (peradilan), melainkan juga dapat
dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan
perdata yang sedang berlangsung, baik di dalam
maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk
hal-hal atau sengketa di mana telah dipercleh suatu
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.
_ Pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. _
..pendapat ahli sebagai bagian dari attqmatlf
p&nﬁﬂsﬂiﬂn sengketa, dan bahwa ternayta arbitrase
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dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas
untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisinan
pendapat meupun sengketa yang terjadi di antara para
pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga
dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau
pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang
memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam
perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum
tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para
pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang
akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran
ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih
ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para
pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.
. Arbitrase.
..arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
Perjarjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat
dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.
1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2 Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk
tertulis,
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian
untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di
luar peradilan umum.
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BAB lil

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat di mana
penulis akan melakukan penelitian. Adapun tempat atau lokasi penelitian
tersebut adalah di Pengadilan Agama Unahaa, di mana kasus yang

menjadi objek penelitian penulis diperiksa dan diadili.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data Primer .
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini
Hakim yang telah memutus perkara tersebut,

2. Data Sekunder :
Data sekunder adalah data yang diperolen melalui
penelaahan literatur-literatur,  peraturan  perundang-

undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung

dengan masalah yand akan dibahas.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data serta bahan-bahan yang ada

relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebasgai
berikut

1. Interview (wawancara)
Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab
atau suatu wawancara langsung dengan majelis hakim yang
telah memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi objek
penelitian penulis.

2, Studi dokumen (berkas)
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan
menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait
berupa putusan mengenai harta bersama yang menjadi

objek kajian dalam penulisan ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan
selanjutnya diuralkan secara deskriktif. Hal ini dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah

guna menjawab permasalahan yang diteliti.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Nomor
8/pdt.g/2009/PA.Una Ketika Terjadi Penjualan Harta yang
Dilakukan oleh Suami tanpa Persetujuan Istri.

Pengadilan Agama Unaaha telah memeriksa dan mengadil
sengketa pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh:
Ismail bin Dg. Suhu, umur 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan
wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT. 4, RW. 2,
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, selaku pemohon melawan
Suriani Binti Bio, umur 33 tahun, Agama lslam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanggudu RT.4, RW.2,
Keecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini diwakil oleh
kuasa hukumnya, Abdul Rahman, S H. M.H, Advokat/Penasehat Hukum,
alamat Jalan A. Yani BTN Il Blok D/5, Kota Kendari, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor/07/SK-GC/RAMII2008, tanggal 1 Maret 2009
legalisasi wakil Panitera Pengadilan Agama Unaaha di bawah nomor
register 03/SK/PA. Una, tanggal 16 Maret 2008, sebagai termohon.

Pada tanggal 14 Januari 2009 pemohon mengajukan permohonan
a ke Pengadilan Agama Unaaha yang

pembagian harta bersam

membawahi wilayah hukum keduanya, baik pemchon maupun termohon

kemudian terdaftar pada buku register perkara dengan nomor register

PA, Una tertanggal 14 Januari 20089. Dalam surat
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permohonannya, yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah
sebagai berikut:

1. E:g:ﬂmﬁﬁg'lq{g‘é ?ﬂdata:;l bekas suami termohon yang menikah
an telah m '

s embina rumah tangga selama 12
Eﬂhw& perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus
Parena ceral talak pada tanggal 15 Desember 2008, berdasarkan

utusan Pengadilan Agama Unaaha MNomor
120/Pdt.G/2008/PA_ Una dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor
4/Ac/2009/PA. Una, tanggal 14 Januari 2009;

3. Bahwa sejak pemohon dan termohon menikah, pemohon memiliki
harta bawaan berupa:

a. Harta tidak bergerak

1. Tanah warisan dari orang tua pemohon seluas 20 x 60 m
yang di atasnya terbangun rumah permanen dengan ukuran
7 % % 9 m dan dibangun pada tahun 1994, dengan batas-
batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Yohannes
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola
-  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman;
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera
Kabupaten Konawe Utara, bersertifikat atas nama pemohon
5 Tanah kebun seluas 25 x 70 m, milik pemohon sebelum
menikah dengan termohon yang dibeli pada tahun 1980,
dengan bukti kuitansi pembelian atas nama pemaohon, tetapi
setelah menikah disertifikatkan atas nama termohon dengan
hatas-batas sebagai berikut:
_  Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus
. Sebelah Timur berbatasan dengan jaan desa
_ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lbu Salma
_ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Rasak;
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jin. Desa Kecamatan

Asera Kabupaten Konawe Utara;

b. Harta Bergerak

' i i i kayu Silae
ri pakaian 2 pintu terbuat dari kayu

;I_'- tgzzri Eﬂakan 2 pintu terbuat dari kayu Silae
2 Jempat tidur Nomor 1 dari kayu Silae 1 buah

4. B I:}Uﬂh kul'ﬁi Ptﬂﬁtiﬂ




4. Bahwa selama pemchon dan termohon membina rumah tangga

féz?ahmempemleh harta bersama, adapun harta-harta tersebut

a. Harta tidak bergerak

1. Tanah kebun seluas 19 x 135 m, dengan batas-batas
sebagal berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Hadijah
Sebelah Timur berbatasan dengan kali Waikenggo
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
ETBEIEh Selatan berbatasan dengan tanah H. Toding
u;
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jin. Raya Propinsi,
Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
2. Tanah kebun dengan ukuran 150 x 100 m, dengan batas-
batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak. Dahu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sebuah kali kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rudin. 5;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Muga;
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera
Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa
kwitansi atas nama Pemohon,
3. Tanah kebun dengan ukuran 21 x 85 m, dengan batas-batas
sebagai berikut: ;
. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Raden Fen,
. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Mutar;
. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak. Arsad,
. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros ke
SMAN 1 Asera;
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera
Kabupaten Konawe Utara, du;ngan bukti pemilikan berupa
ial beli atas nama Pemonon,
4 %zt:?aj#iabun dengan ukuran 13 x 83 m, dengan batas-batas
?Ebg’;:ﬁqn Barat berbatasan dengan tanah Suparman;
_ cohelah Timur berbatasan dengan jalan raya, .
. Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola;
Sepelah Selatan berbatasan dengan tanah Sulaeha,

d;
va I%FEHE*H" 4i Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera

gnawe Utara.
5 ?:::Eakten:ﬂﬁng dengan ukuran 20 x 20 m, dengan batas-

3 F t
tas sebagai beriku
?ﬂ Sebelah Barat berbatasan

dengan tanah Sulaeha, S.Pd;
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- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurdin. T;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera
Kabupaten Konawe Utara,

b. Harta Bergerak

1. Tabungan deposito di Bank BNI Kendari sebesar Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama termohon;
Kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh termohon;
Gelang emas 10 gram yang dikuasai oleh termohon;

Anting emas 3 pasang @ 3 gram yang dikuasai oleh
termohon;

Kursi tamu 1 set:

Kursi sudut 1 set;

Lemari es 2 pintu 1 buah merk Sharp;

Kompor gas 2 buah merk Rinai

. Tabung elpiji 1 buah

10. Kompor Hock 3 buah;

11.Pemanas 1 buah merek Nasional

12. Lemari 2 pintu terbuat dari kayu ajati 2 buah;

13. Ternpat tidur dari kayu Silae Nomor 2 sebanyak 2 buah;
14.Meja makan 1 buah dari kayu Silae;

ol L

©@~Nom

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini
berkenan unfuk memutuskan:

Primair:

- abulkan permohonan pemahon; _
- Fmﬂzﬁtapkan menurut hukum harta pada poin 3 adalah harta

waan pemohon; .
_ :?enatapﬂn menurut hukum harta pada poin 4 adalah harta

ohon dan termohomn; |
ﬁﬁ:;:kﬁmpula harta bersama tersebut seperdua bagian

adalah hak milik pemohon dan seperdua bagian adalah hak

jlik termahan;
< Eﬂ.:anet,apkan biaya sengketa menurut hukum.

Subsidair

Mohon putusan yangd seadil-adilnya.



Pada hari persidangan pertama tanggal 2 Februari 2009 yang
telah ditetapkan oleh ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadil
sengketa harta bersama ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan.
Setelah membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,
ketua majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak
namun tidak berhasil. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomoer 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di Pengadilan,
majelis hakim wajib memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk
menempuh mediasi sebelum proses pemeriksaan sengketa ini dilakukan
lebih lanjut. Mamun, upaya mediasi yang dilakukan oleh Dra. Farhanah,
hakim Pengadilan Agama Unaaha, selaku mediator yang disetujui oleh
kedua belah pihak, gagal mendamaikan keduanya.

Sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan, apabila para
pihak tidak berhasil menempuh perdamalan, maka pemerikasaan
sengketa dilanjutkan dengan pembacaan permohonan/gugatan. Setelah
permohonan/gugatan dibacakan, maka kepada pihak termohonftergugat
diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban baik secara lisan
Persidangan dengan agenda mendengar jawaban

maupun tertulis.

termohon atas permohonan yang diajukan oleh pemohon digelar pada

Hari Kamis, tanggal 19 Eebruari 2008, dengan mengajukan jawaban

tertulis yang diserahkan kepada ketua mejelis hakim kemudian

melengkapinya dengan jawaban fisan sebagai berikut:
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1. Bahwa poin 1 dan 2
2. Bahwa poin 3, bery

permohonan pemohon benar adanya;
Pa harta bawaan pemohon, huruf;

A. Harla tidak bergerak, angka:

1.

2,

Bahwa benar iy tanah bawaan pemchon namun
bangunanya dari harta bersama yang diperoleh dari
hasil usaha antara pemohon dengan termohon dan
t;igmgaﬁngun bukan pada tahun 1994 tetapi pada tahun

Bahwa pada angka 2 benar adanya;

B. Harta bergerak, angka 1 sampai dengan angka 3 itu tidak
benar harta bawaan pemohon, yang benar itu termasuk
harta bersama yang diperoleh setelah menikah antara
pemohon dengan termohon, kecuali angka 4 itu termasuk
harta bawaan pemohon;

3. Bahwa poin 4 berupa harta bersama, huruf:

A. Ha
1.

L3 B

4.
B. Ha
1.

rta tidak bergerak, angka:
Bahwa benar ada tanah tersebut, namun tanah itu
bukan harta bersama karena tanah itu dibeli dan hasil
jual emas berupa kalung milik termohon waktu masih
gadis, kalung dijual dengan harga Rp.600.000-
sedangkan tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.
500.000.,-

Bahwa angka 2 dan 3 benar adanya;

Bahwa angka 4, benar adanya tanah tersebut, namun
luasnya bukan 21 x 85 m, yang benar 35 x 80 m, dan
pemohon telah menjual seluas 20 X 80 m dengan
harga Rp. 65.000.000,- dan uangnya pemohon sendir
yang habiskan, dengan demikian tanah yang dimaksud
sisanya tinggal 15 x 80 m.
Bahwa angka 5 benar adanya,

angka:

ﬁaﬁmﬁka g::: tidak benar, termohon tidak ada
tabungan deposito di Bank BMI sebagaimana yang

i ieh pemahon;
gﬁﬁﬂ: uangiia 2 benar adanya, namun itu a!:ialah
hadiah dari majikan termohon dar Arab Saudi dan
termohon menerima hadiah pada bulan Agustus 2008
di mana pada caat itu pemohon dengan termohon

h bercerai
tl':'sﬂqa?"lwa angka 3 dan 4 fidak benar karena barang yang

I tidak ada;
g‘;;ﬂ::uingka £ sampai dengan angka 14 seria

sebuah TV Panasonic 21 Inch merek Panasonik benar
adanya.
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Dalam jawaban tertulis yang diajukan oleh termohon dalam

persidangan itu, terdapat daftar tanah yang dinyatakan oleh termohon
telah dijual cleh pemohon sewaktu termohon masih bekerja sebagai TKI

persetujuannya sebagai istri yang sah. Daftar tanah tersebut adalah:

1. Tanah yang dijual kepada Ibu Sulaeha dengan luas 20 x 80 m

seharga Rp. 65.000.000, -

2. Tanah yang dijual kepada Mudin seharga Rp. 15.000.000,-

3. Tanah dari Abu Hanipa dijual seharga Rp. 5.000.000,-

4. Tanah yang berada di samping rumah dengan luas 15 x 40 m
seharga Rp. 24.000.000,

5. Tanah dari M. Yunus seluas 20 x 100 m dijual seharga Rp.4.
250.000,-

Pada persidangan  selanjutnya, pemchon  memberikan
tanggapannya terhadap jawaban termohon secara tertulis dan lisan.
Khusus mengenai jawaban termohon yang disampaikan secara tertulis
menyangkut beberapa harta bersama keduanya yang dinyatakan oleh

termohon bahwa pemohon telah melakukan penjualan atas harta bersama

tersebut, pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
r adalah sebagai berikut

2. Tanah yang dijual yand bemﬁp. §4.000.000,- tapi hanya Rp.

5. Pada lbu Sulaiha bukan

W-Sﬂ”"é%“ﬁ'ﬂﬂmﬂ-- cudah dibelikan tegel untuk lantai

rumah : terima
- Sdr. Ismail yang tenma .
. 22 11ﬂﬂﬂ$nﬂggn_ sdi Suriani yang terima, saksinya

Haeruddin Haruna o




b. Yang dimaksud dari My
: a :
dari usaha makﬂtar?uab:'ﬁ?t:::ﬁn harga tanah tapi upah

c.T F ;
mﬂ::n‘::raan; t{j‘n:aﬂlpa sertifikatnya Suriani gadaikan pada
Rp. 2.000.000 - anha dan saya usahakan tebus utangnya

Al i i '
n?;:gh gjz;nglsfner?da_m samping rumah adalah tanah milik
i all, dijual dan kemudian dibelikan sepeda

€. Tanah dari M. Yunus, Suriani yang jual, ada saksi: Makmur.

Setelah membaca dan mendengar replik dari pemohon, majelis
hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan
duplik pada persidangan selanjutnya dikarenakan termohon belum siap
untuk mengajukan duplik pada persidangan tersebut.

Pada persidangan selanjutnya, termohon hadir dalam
persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Nomor. 07/SK-GC/R/I2009, Namun termohon belum siap unfuk
mengajukan duplik sehingga meminta majelis hakim untuk kembali
memberikan waktu mengajukan duplik pada sidang selanjutnya. Setelah
keduanya, baik termohon maupun kuasa hukumnya dipanggil secara
resmi dan patut hadir dalam persidangan untuk mengajukan duplik atas

replik pemohon, namun tanpa alasan yang jelas, kuasa hukum termohon

tidak hadir dalam persidangan maupun menyuruh orang lain untuk

mewakilinya sehingga majelis hakim sepakat untuk mengakhiri proses

jawab menjawab atas sengketa ini dan karena kesiapan pemohon untuk

membukiikan dalil-dali tuntutannya dengan mengajukan bukti-bukti surat

dan saksi-saksi, sehingga persidangan dianjutkan dengan penyeranan

alat bukii kepada majelis haldm dan didengamya keterangan saksi
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Menurut penulis, dilanjutkannya proses pemeriksaan pokok sengketa ke
tahap pembuktian oleh pemohan tanpa mendengar duplik termchon,

adalah suatu keputusan yang tepat dilakukan oleh majelis hakim, dengan

memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,

mengingat baik termohon maupun kuasa hukumnya telah diberikan
kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengajukan duplik, namun pada

kesempatan pertama, walaupun keduanya hadir, belum dapat
mengajukan duplik atas replik pemohon, dan pada dua kesempatan
terakhir baik termchon maupun kuasa hukumnya, walaupun telah
dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan tanpa
alasan yang jelas. Tertundanya proses pemeriksaan sengketa lebih lanjut
dikarenakan sikap termohon yang seperti ini, dapat memakan wakiu yang
lama sampai putusan dapat dijatuhkan lagi pula pemeriksaan persidangan

ditunda hanya apabila ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 186

Rbg).

Pada persidangan dimana pemohon menyerahkan alat-alat

bukti dan memperdengarkan keterangan saksi, majelis hakim berpendapat

bahwa keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon belum

sempurna pembuktiannya, maka majelis hakim memberikan kesempatan

kepada pemohon untuk mengajukan saksi lainnya pada persidangan

berikutnya dan memerintahkan kepada jurusita  pengganti  untuk
n

termohon. Dalam relaas panggilan yang ditujukan
uasa -

terdapat kesalahan penulisan hari dan

memanggil k

kepada kuasa hukum termohaon

a7



tanggal persidangan. Dalam relaas panggilan tersebut sidang akan

tertulls sidang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2009.

lam beri i
Da ta acara persidangan, yang ditunjukkan kepada penulis

sewaktu dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Unaaha, tertanggal 23
April 2008, kuasa hukum termohon tidak hadir di persidangan, meskipun
oleh Juru Sita Pengadilan Agama Unaaha, telah menyampaikan secara
lisan melalui telepon genggam kepada termohon perihal kesalahan hari
dan tanggal persidangan dimaksud untuk diteruskan kepada kuasa
hukumya. Berdasarkan lampiran relaas panggilan untuk kuasa hukum
termohon dalam berkas Berita Acara Persidangan, relaas panggilan yang
dikirim kepada kuasa hukum termohon memang tertulis hari dan tanggal
sidang selanjutnya akan digelar pada Hari Kamis tanggal 23 April 2009.
Dengan alasan waktu yang mepet, berhubung relaas panggilan dikinm
kepada kuasa hukum termohon baru sehari sebelum sidang akan digelar

yaitu Hari Rabu tanggal 22 April 2009 maka Juru Sita Pengadilan Agama

Unaaha hanya menyampaikan perihal kesalahan tersebut secara lisan

kepada termohon. Dalam hukum acara perdata, pemanggilan berarti

menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang teriibat

dalam suatu sengketa di pengadiian, agar memenufi dan melaksanakan

hal-hal yang diminta dan diperintahkan uleh el BANT 2
pengadilan Pemanggilan secard resmi artinya surat panggilan
disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan olef Juru sitz
|

HE



karena kesengaj ' :
9ajaan melainkan akibat dari ketidaktelitian Juru Sita dalam
melakukan panggilan.

Akibat kesalahan penulisan hari dan tanggal sidang yang akan
digelar selanjutnya dalam relaas panggilan tersebut, proses pemeriksaan
sengketa harta bersama ini dilanjutkan tanpa kehadiran termohon atau
kuasa hukumnya dimana sesuai permintaan majelis hakim pada
persidangan sebelumnya, pemohon melengkapi pembuktiannya dengan
menambahkan 1 (satu) saksi lagi. Setelah pemeriksaan terhadap saksi
selesai dilaksanakan, majelis hakim memandang periu melakukan
pemeriksaan setempat terkait adanya perbedaan antara keterangan
pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di
persidangan. Namun, pemohon menyatakan tidak siap untuk membiayai
pemeriksaan setempat sebagaimana yang diinginkan oleh majelis hakim
dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Akhirnya, majelis
hakim menutup proses pemeriksaan dan memutuskan mengundurkan
sidang pada Hari Senin, 11 Mei 2009 untuk membacakan putusan tanpa
rikan kesempatan kepada pihak termohon melakukan pembuktian

membe

baik bukti surat maupun saksi. Padahal semestinya kedua belah pihak

memiliki hak untuk didengar. Keduanya memiliki hak untuk melakukan

pembuktian baik mengena dalil-dalil yang telah dibantah oleh pihak

lawan maupun pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalilnya sendiri. Asas

audi et alteram partem atau asas
n berjalan seimbang, maka K

keseimbangan dalam hukum, artinya

: edua belah pihak
agar sebuah persidanga
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harus dide '
ngar dan diberi kesempatan yang sama demi keadilan. Dalam

. )
hukum acara perdata juga berlaky asas equality yang berarti persamaan
hak. Jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang

datang berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan

kedudukannya. Termasuk memiliki hak yang sama untuk melakukan
pembuktian Jika salah satu pihak diberikan perlakuan yang berbeda
dengan pihak lainnya, maka peradilan telah melakukan diskrminasi
terhadap pihak tertentu, Diskriminasi terdii dari dua bentuk, yaitu
diskrimanasi normatif dan diskriminasi kategoris. Diskriminasi normatif
berupa tindakan membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap
pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan diskrimanasi kategorns
merupakan diskriminasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan ras,
status sosial, agama, suku, jenis kelamin dan budaya. Menurut penulis,
hakim memutuskan untuk mejatuhkan putusan pada persidangan
selanjutnya tanpa memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk
melakukan pembuktian guna meneguhkan dalil-daliinya adalah suatu

bentuk diskriminasi normatif, terlebih lagi tidak hadimya termohon maupun

kuasa hukumnya dalam persidangan saat pemohon melengkapl

pembuktiannya dikarenakan kesalahan dalam surat panggilan yang

dikirim kepada kuasa hukum termohon. Ketentuan dalam hukum acara

menetapkan bahwa sidang tidak bolen dilakukan tanpa didahului dengan
dan patut. Dalam hal ini, semestinya

proses pemangg'ﬂﬂn yang sah

majelis hakim menunda sidang ¢t embali memerintahkan kepada Juru
51



Sita untuk memanggil kuasa hukum termohon denggan sah dan patut

Dengan demikian, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang luas

kepada pemohon untuk meneguhkan dalil-daliinya sedangkan termohon
tidak diberikan kesempatan yang sama. Padahal setiap orang memiliki
persamaan hak dan kedudukan dalam proses peradilan, hal ini ditegaskan
Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam kalimat yang
berbunyi “tidak membedakan orang’. Para pihak yang bersengketa
ditempatkan dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tingkat
pemeriksaan, berhak terhadap perlindungan hukum yang sama selama
proses pemeriksaan dan mendapat pelayanan yang sama mulai dari awal
sampai akhir proses pemeriksaan.

Kemudian, menurut penulis, dilakukannya pemeriksaan
setempat dalam sengketa ini sangat penting. Mengingat adanya
perbedaan secara fisik, yaitu mengenai batas dan luas, menyangkut objek
sengketa berupa harta tidak bergerak. Pemeriksaan setempat dapat

memperjelas objek sengketa terutama yang telah diperjualbelikan oleh

pihak pemohon. Dalam pertimbangannya mengenai objek sengketa dalam

sengketa ini, maijelis hakim sendiri berkesimpulan pokok sengketanya

karena telah terjadi campur aduk antara harta bawaan pemohon dengan

harta bersama pemohon dan termohon, emudian terjadi lagi penjualan

dan penggadaian atas harta bersama oleh pe

mohon dan termohon, yang

mengurangi eksistensi pudel harta bersama. Dalam prakteknya, memang
ing terjadi sulitnya menetapkan harta bersama karena campur aduk
seri ;
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antara harta bawaan kedua belah pihak maupun harta bawaan pihak lain
dan harta bersama keduanya, semakin sulit lagi setelah adanya penjualan
terhadap harta bersama. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang
kewenangan atas harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan ditegaskan ‘Mengenai harta bersama suami
atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam
sengketa ini, terdapat hara-harta berupa tanah yang dinyatakan oleh
pihak termohon telah diperjualbelikan cleh pemchon, kemudian pemahon
menyatakan telah memperoleh persetujuan dari termohon sebagai istrinya
yang sah pada waktu itu. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan
hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat Dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Setempat menyatakan bahwa sering terjadi dalam praktek peradilan, pada
saat putusan hendak dieksekusi, objek non executable, yaitu eksekusi
tidak dapat dijalankan karena objek barangnya yang hendak dieksekusi
tidak jelas dan tidak pasti. Menurut SEMA tersebut, untuk menghindar

terjadinya non executable berdasarkan pasal 180 Rbg, untuk

mendapatkan kejelasan mengenai hatas dan ukuran tanah maka

dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat

pada tanggal 11 Mei 2009, sesuai yang telah ditetapkan majelis

hakim sebelumnya, agenda sidang dilanjutkan dengan membacakan

n sebagai
putusan terhadap permohonan pemohon dengan amar putusan sebagal

berikut:



1.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan

2. Menetapkan harta-harta Eepem"h“” sebagiannya;

A. Harta Tidak Bergerak
a. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 m yang

. Tanah perkebunas

bagai berikut:

terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera

Kabupat
beril-ui:tE.I en Konawe Utara dengan batas-batas sebagai

Sebelah Barat berbatasan de
| ngan rumah Yohannes
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
gebeiah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola
ebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman;

. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m x 18 m

yang berdiri di atas tanah seluas 20 m x 60 m, sebagai
tersebut di atas yang nilainga sebesar minus Rp.
14-ﬁm.ﬂﬂﬂ.— (harga bangunan rumah — Rp. 14.500.000.-)
Slehtdang tanah perkebun seluas 25 m x 70 m, Yang terletak
di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten
Konawe Utara; dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa

Sehelah Utara berbatasan dengan tanah lbu Salma

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd, Rasak;

B. Harta bergerak
a. Lemari pakaian 2 pinfu;
b. Lemari makan 2 pintu;
¢. 1 buah tempat tidur,
d. 8 buah kursi plastic
Adalah harta bawaan pemonan

3. Menetapkan harta bergerak berupa kalung emas 10 gram adalah
harta bawaan termahon. o 3

4. Menetapkan pula harta-harta sebagai berikut:
A, Harta tidak bergerak

a Tanah perkebunan ber

ukuran 18 m X 135 m terletak di
kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten

Konawe Utara.

nya: . Hadii
g:tt?;;iﬂt;:raﬁerbatasan dengan tanahnya Hj. Hadijah

Sehelah Timur perbatasan dengan kali Woikonggo

gebelah Utara herbatasan dengan Jalan RayaT —
Selatan berbatasan dmgﬂntanah H. Toding Alu;

siee herukuran 150 m x 100 m terletak di

kelurahan Wanggudu, Hecgmatan Asera, Kabupaten

tas i
pelah 'ﬂ?&';ﬁmsan dengan tanahnya Pak Danu

dengan kali kecil
gebelah Timur berbatasan 54



5. Menetapkan harta bersama

~ Menghukum pem

SebeI:: g:m berbatasan dengan tanah Rudin. S

ook rhamn berbatasan dengan tanah Muga;

el dan ifng Earuhuran 21 m x 85 m, terletak di

LIQiL, Heq:;amm

Konawe Utara. Batas-batasnya: - AR Ko

Eeh:alz: $Iarat berbatasan dengan tanahnya Raden Feri

Sabal imur berbatasan dengan tanahnya H. Mutar
ebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Arsad

igglefh Selatan berbatasan dengan jalan ke SMA Negeri 1

d. Tanah perkebunan berukuran 13 m x B85 m, terletak di

kelurahan Woanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten
Konawe Utara. Batas-batasnya:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Suparman
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola Kaki
gﬂgjiah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sulaeha,

e. Tanah kosong berukuran 20 m x 20 m, terietak di kelurahan
Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Liara.
Batas-batasnya:
Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Sulaeha, 5.Pd.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya lsmail
Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola Kaki
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Nurdin T

B. Harta Bergerak

1. 1 set kursi tamu merek 321

9 1 set kursi sudut

3. 1 buah kulkas 2 pintu merek sharp

4 2 buah kompor gas merek nnal

5. 4 buah tabung Elip“;k

; uah kompar ho :
?_ ? Euah pemanas/ rice cooker merk National
8

9 puah lemari jualan 2 pintu
g. 2buah tempat tidur nomear 2
10. 1 buah meja maxar
11.1 buah televise 21 inch Panasonic

ohon dan termohon
Adalah harta bersare pETe-rsebut dalam diktum nomer 4 amar

: -2n % (seperdua) bagian
e . dengan pEﬂ\hﬂglﬂn

putusan inl di mgﬁﬁseperduﬂ bagian untuk termohon. s

g harta bersamany2 Yant melekat/bercampur pace e
bagian dar '.m ng tersebut pada dictum
haWaannya:qcisuamm putusan ini, berupa uang sebesar Rp.
huruf A, butif 2t belas juta lima tarus ribu rupiah)

14,500.000,- (6P 55



7. Menghukum -
ghukum termohon atau siapa-siapa yang menguasai objek

sengk
ngketa untuk Mengosongkan rumah dan tanah tersebut pada

dictum nomor 2 huruf A buti :
menyerahkannya kEPﬂdat;::Jah[:] : hg:n butir b, amar putusan ini dan

Men

mengﬂg:::nmgg‘;nuhnn dan termohon atau siapa saja yang

i o se-suali s :hl.!lng‘rmta untuk membagi dua harta bersama

Taoat s e m nomor 5 amar putusan ini, dan jika tidak

e N cara natura, maka akan dilelang melfalui Kantor
ang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara pamohon

dan termohon setelah di i bi
i pdtien ikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos

9. Menolak permochonan pemohon selain dan selebihnya

10. Membebankan biaya sengketa kepada
: pemohon sebesar Rp.
916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Harta Bersama

tersebut Khusunya Mengenai Penjualan Harta yang Dilakukan
oleh Pihak Suami.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pemeriksaan ditutup,
proses Selanjutnya adalah menjatubkan atau pengucapan putusan.
Penjatuhan putusan merupakan tujuan akhir dari proses pemeriksaan dan
berisi penyelesaian sengketa antara para pihak. Berdasarkan putusan itu,

ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum antara para pihak

dengan objek dalam sengketa yang diadili. Putusan harus memuat dasar

alasan yang jelas dan rinci, dalam putusan harus berdasarkan

pertimbangan yang jefas dan cukup, wajib mengadili seluruh bagian yang

dituntut karena dalam memeriks3 dan mengadili suatu perkara harus

diperiksa secara menyelurun tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang
I '

melampau wewenang hakim, dan diucapkan dalam

diminta karena hal ini

m.
persidangan yand terbuka untuk umud

1



Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum adalah sesuatu
yang mutiak ada. Bagaimana mungkin dalam menjatuhkan putusan tidak
berdasar atas perimbangan yang cukup dan jelas. Pertimbangan berisi
analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang

memeriksa perkara sebagai landasan penyelesaian perkara yang akan

dituangkan dalam amar putusan.

Dalam penyelesaian perkara Nomor 8/Pdt.G/2009/FA.Una,
dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan
maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum
dalam surat permohonannya, mempertimbangkan bahwa pemohon dan
termohon telah dimediasi oleh hakim mediator. Dra. Farhanah akan tetapi
upaya mediasi  Yyang ditempuh  tidak berhasil, kemudian
mempertimbangkan tentang harta-harta, baik harta bawaan pemaohon
maupun harta bawaan termohan dan harta bersama keduanya.

Adapun pertimbangan hakim mengenai beberapa harta berupa

tanah yang dinyatakan oleh tergugat telah dijual oleh suaminya tanpa

sepengetahuan dan seizinnya sebagai istrinya yang sah adalah sebagai

berikut:
kut harta bawaan
' hahwa adapun Imen';ﬂn!]

hge:lr;ﬁ';%mn n casu barang tidak bergerak, mil;itermc:rﬂ
F'Ernnl;'::-r;a ha e dengan mengemukakan bahwa tansflh e hl:::a 5?1 i
T; n; E.f; mpseﬁﬂgﬂimana te:mn.u;{n;‘aftaad zar:gaﬁaten"rmhun semula

ik fermas : ' -
b tEtfﬁpl ;EE:E{‘:;EEW:I. dipeli dari hasfl ﬁm&ﬂa"gﬁ?&fﬁﬁg
berukuran \alung emas gram, seniall 54?:] EI-DL'II- ha'mudian
termaohon berupa t saat it eghesar Rp. UL, e o
mana harga tanan 5 Siti Khadijah pada tahun 2006, selias

dijual pleh pemohon

2
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x 135 m, seharga R
’ 1,
sekarang berukuran 1§m xﬁ%ﬂﬁ.nﬁ  Unluk berobat sehingga sisanya

Menimbang bahwa
(o
E:;‘nﬂ_?;mntar:?n termohon in casy b:l‘sal.:g ﬁﬂﬁﬁ"’; Tgme. hea. Derend
an
T 1 % 55 15, BSbaor o kAn kgl pe-Soghedi
luasnya Fangisehengarmana tercantum apada angka 4, bukan ub?ura:
25 m x B0 m. lalu nya, tapi ukuran luas yang sebenaranya adalah
seharga Rp. éa-uuup.lgunau:n el conkg ot N G
dst... ~ sehingga sisanya sekarang 15 m x 80 m.
Meni T, .
b m:&:ang:ah“ dari jawab menjawab antara pemohon dan
ik M yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini
s majelis hakim terjadinya campur aduk antara harta bawaan
Emu' ir‘l dengan harta bersama pemohon dan termohon, kemudian
rjadi lagi penjualan dan penggadaian atas sebagian harta bersama

oleh pemohon dan termohon D
, Yang mengur
bersama. g mengurangi eksistensi budel harta

Setelah melakukan proses pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi,
akhirmya mengenai harta bersama pemohon dan termahon, khususnya
mengenai penjualan harta bersama, majelis hakim berpendapat;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pemohon dan
termohon berupa barang tidak bergerak in casu tanah perkebuann
berukuran 19 m X 135 m, sebagaimana tercantum dalam angka 1.
teruangkap fakta dipersidangan, bahwa tanah tersebut pada wakiu
dibeli cleh pemahon pada tanggal 11 Januari 2001, sebenarnya
berukuran 42 m ¥ 135 m, dengan harga Rp.m{au._lpt}ﬂ.- sesuai bukti P.6,
kemudian dijual oleh pemaohon kepada Sitti Khadijah seluas 20 m X 135
m, pada tanggal 5 Juli 2006, dengan harga Rp.15.000.000,-sesual bukti
P.7 sehingga sisanya sebenamya berukuran 22 m X 135 m, namun
setelah diukur oleh pemohon 1e berukuran 19 m x 135 m,
kemudian oleh termehon membantahnya, dengan mﬁ“mani““b;‘::“""‘a
tanah tersebut bukan harta bersama, akan tetapi ha ok

a, harga pembelian tanah tersebut dan
I denga:aflaﬁa:;:::yal set?esar Rp. 600.000- yang mana
hasil penjualan kalund = " bacar Rp.500,000,-
]:IEIdE .zzhtj: itu harga pgmheilan tﬂl"lﬂh tEI"EEhI.IT. gebasar Rp 00

pemmbangan-paﬂmbangan tersebut di  atas,

Berdasarkan

majelis hakim berpendapat
mengklaim tanah tersebut

Bahwa alasan tﬂﬂﬁ';;“‘:n;ijﬁil:n alasan yang tidak dapat
sebagal harta bawaan, ada 58



dibenarkan menurut hukum, kg

yang dapat diajukan dipers; ena fidak didukung oleh bukti-bukti
. persid

dk_tentulcan oleh Pasal 283 Rahl;ganzaiang akurat, sebagaimana
dikesampingkan - Rbg, sehingga haruslah

Bahwa penjualan ta
nah ters .
Eirgzntal;?an d'%lﬁﬂan maksud 'rtetﬂntl,:anEbF&aam ?lgg afrgT?:l mtindhdak
ng Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHI. Karena diialzuhan ;Tags:

?ueﬁﬁtﬁ;zrr'n t?lrjmui;nn. pada saat pemohon dan termohon masih hidup
ongkos neﬁgnhmtz tangga, lalu itupun dimaksudkan untuk membiayai
atan pemchan, oleh karenanya maka penjualan tanah

tersebut oleh pemohon, tidak da - .
pembagian harta bersama. pat mengurangi porsi pemohon atas

Menurut penulis, pendapat majelis hakim yang menyatakan
bahwa alasan termohon mengklaim tanah sebagai harta bawaan harus
dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukli-bukti akurat yang dapat
diajukan dipersidangan tidak relevan dengan proses pemeriksaan yang
telah berlangsung terhadap perkara ini. sebab pihak termohon fidak
mendapat kesempatan sama sekali untuk mengajukan pembuktian
maupun membantah bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak pemohon.
Termohon tentu saja tidak dapat menunjukkan kepada majelis hakim

bukti-bukti yang dapat meneguhkan dalil-daliinya maupun mengajukan

bantahan terhadap bukfi dan saksi yang diajukan oleh pemohon jika

dalam proses pembuktian termohon sama sekall tidak mendapatkan

kesempatan.

pendapat hakim yangd menyatakan bahwa penjualan

rtentangan dengan ketentuan

Kemudian,
emohon tidak be

tanah yang dilakukan aleh p
No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 KHI

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang

. 1an termoh
karena dilakukan atas persetujud 1
on, Bukti yang diajuka

on fidak didukung olenh bukti
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kuitansi yang di dalamnya te .
rera pihak
yang memberikan
pembayaran

gejumliah Rp.15.000.000,- yaitu Hj s; .
tanggal 5 Juli 2006 dan di.da!jamnfall b:':mjah e el pace
persetujuan dari pihak istri dan tidak d o menerson S
alam suatu bentuk surat pengalihan
kekuasaan atas tanah. Dalam pembukfiannya, pemohon juga tidak
mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil yang dikemukakannya
bahwa penjualan tanah yang dikatakan oleh termohon dilakukan oleh
pihak pemohon namum pemohon membantah bahwa sebaliknya
termohoniah yang telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga.
Selanjutnya, saat pemohon mengajukan satu orang saksi lagi untuk
melengkapai pembuktiannya, terdapat keterangan saksi yang menyatakan
bahwa pemohon dan termohon memiliki tanah perumahan yang kemudian
dijual oleh pemohon sewakil termohon masih berada di Arab Saudi juga

dikesampingkan oleh majelis hakim. Menurut penulis, seharusnya setelah

mendengar keterangan gaksi ini, majelis hakim dengan bijak memberikan

kesempatan kepada pinak tarmohon untuk mempertahankan hak-haknya

atas harta bersama keduanya dengan mengajukan alat-alat bukti.

Berkaitan dengan pendapat penulis tersebut di atas, dalam

wawancara yang penulis akukan dengan ketua majelis hakim perkara il

Mujahid, menjelaskart
m sebelum menjatuhkan

warah maijelis haki

“Dalam musyd | .
p tidak dapat mengajukan bukll di

putusan, pihak termohon dianggda
sekian kali proses parsidangan termohon hanya

persidangan karena darl )



sekali hadir dan sekall didampingi gleh

kuasa hukum
N | nya. Keputusan
majelis hakim menunda persidangan untyk menjatuhka

n putusan

sebenarnya adalah kesempatan bagi termohon ma

untuk mengajukan alat-alat bukti, Seandainya '::: h:::nhuTmnﬁ
agenda pembacaan putusan, kuasa hukum termohon hadirgda: ”:::
mengajukan alat-alat bukli, majelis hakim bisa memulihkan hak termohon
untuk mengajukan alat-alat bukki. Namun kenyataannya, saat pembacaan

putusan, kuasa hukum termohon fidak hadir walaupun sudah dipanggil

secara sah dan patut”

Di tempat yang sama, mengenal alat bukti yang diajukan oleh
pihak pemaohon atas penjualan sebidang tanah hakim anggota yand

mengadili perkara ini, Abdul Rahman menambahkan:

*Mengenai kuitansi pembelian tanah oleh Sith Khadijah itu

hanya sebagai alat bukti bahwa benar pemohon  teah melakukan

penjualan atas sebidang tanah. Penjualan tanah yang dilakukan oleh

pihak pemohon untuk membiayai pengobatannya dan dilakukan pada saat

keduanya masih rukun berumah tangga.”

Salah satu hakim anggota, Drs. samsudin, S.H di tempat Yans

berbeda menjelaskan:

yang salah dan pemberitahuan

i rsebut. Oleh karena
melalui telepon. majelis hakim menyadarl asalahan te |

: i diputus saja, majelis
itu, pada saat pemohon memi i



hakim tidak langsung memutus pada wakiu itu melainkan menunda sida
nunda sidang
untuk putusan pada sidang selanjutnya ®

Menurut penulis, keputusan majelis hakim tersebut di atas

dapat dimaklumi demi fidak berlarutlarutnya proses penyelesaian

sengketa harta bersama ini. Namun perlu diperhatikan, dalam

mempertimbangkan harta-harta bersama pemohon dan termohon, majelis
hakim harus tetap teliti dan cermat. Oleh karena jika benar penjualan
harta-harta bersama yang dilakukan oleh pemohon tidak dengan
persetujuan istrinya, maka hal tersebut merugikan pihak termohon dan
tidak menjamin adanya kepastian hukum terindunginya hak salah satu

pihak atas harta bersama.



BAB vV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sama seperti perkara perdata lainnya, proses penyelesaian perkara

hartaa bersama No.B/Pdt.G/2009/PAUna diawali dengan

mendaftarkan qugatan pada kepaniteraan Pengadilan Agama
Unahaa. Sesual prosedur hukum acara yang berlaku, setelah
pendaftaran perkara, majelis hakim yang ditunjuk cleh Ketua
Pengadilan Agama Unaaha menetapkan hari sidang untuk
pemeriksaan di persidangan. Pemeriksaan di persidangan dimulai
dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, pembuktian dan
pembacaan putusan. Termohon pada awal proses pemeriksaan
tidak menunjukkan sikap kooperatifnya dengan beberapa kall tidak
menghadiri sidang. Di lain pihak, dalam proses penyelesaian

perkara ini, majelis hakim tidak tertib menerapkan proses beracara

dan mengesampingkan asas-asas dalam beracara. Majelis hakim,

dengan relaas panggilan sidang yang tidak patut tetap melanjutkan

pengadilan dan fidak memberikan

pada pinak termohon untuk mengajukan

h bukti-bukti yang diajukan pihak

adap sengketa harta

perﬁmhangan yang cukup
63



khususnya mengenai

penj
. | Jualan harta bersama yang dilakukan oleh
p suami.  Majelis hakim menjatuhkan putusan

mengenai

si.-angk.eta harta bersama ini tanpa mendengar keterangan dari
pihak termohon dan memberikan kesempatan untuk mengajukan
pembuktian alaupun membantah bukti-bukti yang diajukan oleh
pemohon sehingga majelis hakim kurang memperhatikan mengenai
fakta dan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dengan
objek  yang  dipersengketakan. Majelis  hakim  dalam
pertimbangannya, bahwa penjualan harta yang dilakukan oleh
pihak suami tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHI karena dilakukan
atas persetujuan termohon, pada saat pemonon dan termohon
masih hidup rukun daiam rumah tangga. Namun, dari alat bukti

yang diajukan oleh pemohon fBidak dapat membuktikan bahwa

penjualan itu telah mendapat persefujuan dari termohon sebagai

istrinya yang sah.

B. Saran
1. Majelis hakim dalam mEnangani qualy perkara hendaknya

memperhatikan tata tertib proses peracara

lehih teliti dalam menilal fakta dan

2. Majelis hakim hendaknya

objek sengketd yang diperiksa:



3. Para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya melalui

pengadilan hendaknya membantu kelancaran proses pemeriksaan
perkara sehingga persidangan bisa berjalan efektif dan efisien

sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak

menyimpang dari twjuan hukum itu sendid.
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Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa

lah men: dan mengadili perkara tertentuy dalam
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

[smail bin Dg. Sahu, umur 43 tahun, agama [slam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kelurahan Wanggudu RT 4, RW. 2, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara, sebagai pemohon;

Melawan

Suriani binti Bio, umur 33 tahun, agama Tslam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kelurahan Wanggudu RT 4, RW .2, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya, Abdul Rahman, SHMH, Advokat/Penasehat Hulum,
alamat Jalan A. Yani BTN T1 Blok D5, Kota Kendari, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 07/SK-GC/R/IIL2009, tanggal 1 Maret
2009 legalisasi wakil Panitera Pengadilan Agama Unaaha dibawah
nomor register 03/SK/PA. Una, tanggal 16 Maret 2009, sebagai

termohon.
Pengadilan Agama tersebut
Setelah membaca surat-surat perkar ini

hon besreta para saksi.
Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon, kuasa termo

TENTANG DPUDUK PERKARANYA

. mhagian haria bersama tanggal
Membaca surat permohonan pemohon mengenai pembas

: ister
. areara dibawah nomOr TEE!
14 ‘ . daftar dalam bukv register P akan hal-hal sebagai
Januari 2009, kemudian tef . 3009, telah mengemukakan

8/Pdt.G/2000/PA. Una, tertanggal 14 Ja0420

berikut:

l. Bahwa pemohon adalah bekas suami ““d
di Desa Wanggudu, Kecamatan Aserd,
tahun:

ang dahulu menikah pada tahun 1995
mﬂmn;‘h membina rumah tangga selama 12
an &

(alak pada tanggal 15

tus cerdi
i Agama Unaaha

nnﬂhﬂ"' telah

pemohon dan t€ pengadilan

2. Bahwa kini perkawinan tusaf



f"

No.120/Pdt. GI2008/PA. Ung ggy
Una tanggal 14 Januar; 2000

Tanah warisan dgr; atas
Orang fuy Pemohon gelyy, 0 % 60 m yang di
! nya

terbangun rumak
9 PErMAnen dengan ukuran 2% 19 m, dan diba
1994, dengan batas-batas sebags; iy Rangun pada tahun

— Sebelah Barat berbataegy dengan tanah Yohanes

—  Sebelah Timyr berbtasan dengan Jalan Raya

- Sebelah Utarg berbatasan dm@m@aﬂgan bela kaki

— Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman:

Tanah kebun seluas 25 x 75 m, milik pemohon dengan termohon vang dibeli
pada tahun 1990, dengan bukei kwitansi pembelian atas nama pemohon akan
tetapi setelah menikah disertifikatkan atas nama termohon dengan batas-batas
sebagai berikut:

~ Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Mus

~ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dess

— Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Salma

— Sebelah Selatan berbatasan dengan tanabnya Abd. Rasak;

Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jalan Desa Kecamatan Asera,

Kabupaten Konawe Utara;

B. HARTA BERGERAK

1.

Lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu Sila;

2. Lemari makan 2 pintu dar kayu Silae;

3. Tempat tidur nomor 1 dan k
4,

ayu Silae | buah;

. - B buah;
Kursi plastik sebanyak & bu zh memperoleh harta

; tangga tel
i Bahwa selama pemohon dan termohon membina m;]:t falah :
bersama (gono-gini) dan adapun harta gono-8:0 i |
A, HARTA TIDAK BERGERAK 35 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

L

Tanah kebun dengan ukuran 19 m X 1
~ Schelah Barat berbatasan conga @I geo
_ Sebelah Timur berbatasan dengan X! i
~  Sebelah Utara berbatsan dengan jalan =1

tan
Sebelah Selatan berbalsa® dengan



| B s

Yang terl i
B terletak di Kelyrgpg, Winggud,
Kabupaten Konawe Utarg » /i, Raya Prﬂpinsi, Kecamatan Asera,
2. Tanah kebun denga, ukuran

— Sebelah B-arai berhatasan dengan tanahnya Raden Fer|
—  Sebelah Timur berbatasan dengan H. Mutar
= Scbelah Utara berbatasan dengan tanahnya Arsad
= Sebelah Selatan berbatasan dengan jln. Ke SMA Negeri | Asera,
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jin. Raya Propinsi, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara, dengan bukti pemilikan berupa Akta jual beli atas
nama pemohon;
4. Tanah kebun dengan ukuran 13 x 85 m dengan batas-batas sebagai berikut -
— Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Suparman
— Sebelah Timur berbatasan dengan Jin. Raya
~ Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Bola kaki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tenshaya Sulaeha, S.Pd.
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jin. Raya Propinsi, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara
5. Tanah kosong dengan ukuran 20 x 20 m
~  Sebelah Barat berbatasan dengan tan _
Sebelah Timur berbatasan dengan tanshnya Jsmad

Pola kaki
Sebelah Utara berbatasan deagan Lapanga odin T

dengan hatas-hatas sebagal berikut :
ahmyz Sulacha, 5. Pd

—

-—

— Sebelah Selatan berbatasan dengan tmhn;'a NuF
. Raye
Yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Jit. 55

Kabupaten Konawe Utara
B. HARTA BERGERAK oI Kendss sejumiah Rp. i
1. Tabungan Deposito di BANK

e,
: iah) atas nams [erm .
P‘l.II'LIh Juta rupa } ma Igj'r!'lﬂ]mu

2. Kalung emas 10 gram dipggy termonem;
3. Gelang emas 10 gram dipe"e s

e

ropinsi, Kecamatan Asera,

000,000, (enam



| 48 ) L TTSRRR_—_—_—_—™—s—
4. Anting emas 3 Pasang 3 geyrn o
5. Kursi tamu merk 3211 set: ng ﬂmatﬂrm:h:m;
6. Kursi sudut | set;

7. Kulkas 2 pintu 1 buah mery Sharp;
8. Kompor gas 2 buah mer, Ringi:
9. Tabung Elpiji 1 bugh

10, Kompor Hock 3 bual:

11. Pemanas | buah merk Hasjnna];
12. Lemari jualan 2 pintry dar Kayu jati 2 buah;

13. Tempaat tidur dari kayu Silae No.2 sehanyak 2 buah:
14. Meja makan 1 buah dari kayy Silae: ,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebu diatas, pemohon mohon kepada Ketua

::Ei:;fii::;i:::q' Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Primair :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

= Menetapkan menurut hukum harta pada poin 3 adalah harta bawaan pemohon;

= Menetapkan menurut hukum harta p.;ﬂa poin 4 tersebut diatas adalah harta b:rs.a:ma
antara pemohon dan termohon,

= Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua hagian adalgh hak milik pemohon
dan seperdua bagian adalah hak milik termohoa,

= Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidair :

= Mohon putusan yang seadil-adilaya.

: i dit pemahon dan
Menimbang bahwa pada hari persidangan J&IE telah ditetapkan,
persidangan;
lah berusaha mendamaikan antara pemohon
|esaian peskara ini kepada hakim

termohon masing-masing menghadap di

Mg“imba“g hahm muj&:lis- hﬂ}um te
dan termohon, kemudian telah menyersikan PEY® kan proses mediasi sebagaimana
mediﬂﬂr atas pama Dira. Fﬂfhm :ul'll'le mﬂm

aian damai antara kedua
— memperalef kesepak :
dl&nji-ll'h:an oleh PERMA NO. 1/2008 guna e tdek herhasil. Sehingga pemeriksaan
n

belah pihak dalam pembagian harta bersama kot pemohon, falu setelah
Surs

Perkara inj dimulai dengan membaceki” 1 ada tambihan harta bersema yang periu
asl

Pﬂmhﬂcaan tersebut pemuhnn mﬂﬂﬁ'ﬂtﬂkm " harta Mgmk }'H.il:l.l zatu buah
emohe mbahan tersebut,

dian setelah

n berupd

di.m"ntumkﬂn da.lﬂﬂ. m_.l-ﬂt Pﬂmﬂhﬂnin ]:I dibﬂ.ﬂﬂhﬂ ]:Iﬁﬂﬂ

levisi 21 jnch merk Panasonic KETHTT
nny#

parmﬂhuﬂ-‘

4

Pemohon menyatakan tetap pads




7. Bahwa setelah pemohon mepjkay dengan termgp :
berupa : o0, pemohon memiliki harta bawaan

A. Harta Tidak Bﬁ'ﬂﬂ]’&k

1. Bahwa b
; enar tanah pada angky | acalah harta bawaan pemgho
amgunannya ad N
gunannya adalah hara bersay, Pemohon dan termohan i
bukan tahun 1994 akan Letapi pada tahyn 199, e e
2. Bahwa benar tanah pada angka 2 adalsh harta b;a'waan
B. Harta Bergerak |

I. Bahwa tidak benar, harta pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah harta
bawaan, yang benar adalah termasuk Bits Bersaa
2. Bahwa benar harta pada angka 4 adalah harta bawazn,
3. Bahwa benar setelah pemohon menikah dengan termohon, memperoleh harta bersama
sebagai berikut
A. Harta Tidak Bergerak
1. Bahwa tidak benar tanah pada angka 1 adalah harta bersama, tanah itu adalah
harta bawaan vang semula berukuran 49 x 135 m* dibeli dari hasil penjualan
harta bawaan termohon, berupa kalung emas 10 gram scharga Rp. 600,000,
untuk membeli tanah tersebut yang saat itu seharga Rp. 500.000,- kemudian
dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah pada tahun 2006 seluas 20 m x 135
m seharga Rp. 15.000.000,- untuk biaya pengobatan pemohon, schingga

sisanya sekarang berukuran 19mx135m.

2. Bahwa benar tanah pada angka 2 dan 3 adalah harta bersama.

Bahwa benar tanah pada angka 4 gdalah haria bersaman namun luasnya bukan

yang benar luasnya adalah 35 m x &0 m lalu pemohon telah

13 tapi i i
nann m seharga Rp. §4.000,000,- sehingga sisanya

menjualnya seluas 20 m x 80
sekarang seluas 15 m x 80 m. -
4. Bahwa benar tanah pada angka 5 adaleh beaar hartz
B - -
flartﬂa Eh:gﬂtk | idak benar karens termobon tdak PUYE el degomo o
. Bahwa angka -
. dituntut ole pemoiet -
Bank BNI sebagaimana Yang it 0 gdalah hadiah dari majikan termohon
2. Bahwa angka 2 adalah Benit tersebut pada bulan

sewaktu di Arab Saudi, dan M:m ::mnh
: ant :
dimana sadt i yang dimaksud tidak
Agustus 2008, di 12k karena barang
ah & benaf

3. Bahwa angka 3 dan 4 adal

ada.



4. Bahwa angka S sampg; 1, SR sehugh pejen
Bvisi

benar harta bersamg. 1 inch merk Panasonic adalah

4 Bahwa benar ada sebidang ¢z, 20 m
Rp. 4.250.000,-

Menimbang bahwa selaip dari pady |

] =
%) m, dijual oleh termohon sendiri seharga

1l ARGASEWA RUMAH (KONTRAK)

1. (Kontraktor pengaspalan)
PT. AGRA MORINI £ 5-6 bylan =Rp. 3.000.000-
PT. ACUI
2. Partai GOLKAR selama 2 tahun =Rp. 25000000 -
3. Kios/ Kadir DPR selama 2 tahun =Rp. 2.000.000,-
4. Sewa Bangsal Batu Merah =Rp. 3.000.000.
Tatal Rp. 33.000.000,-

Daftar Tanah Yang Dijual Oleh Ismail, Selama saya Di Arab dan Tanpa

Sepengatahuan dan lzin dari Saya Sebagai Isirinya Yang Sah

Yang dijual Oleh Ismail :

[. Sama Thu Sulaeha Lusas 20 x B0 Rp. 64.000.000,-
2. Tanah dari Muding Luas Rp. 15.000.000,-
3. Tanah dari Abu Hanifah Luas 100% 150  Rp. 5.000.000-
4. Tanah yang disamping rumah ~ Luas 15x 40 Rp. 24.000,000,-
J. Tanah sama M. Yunus Luas 20 x 100 Rp._4.250.000.-
Total Rp.112.250.000,-
SEWA TANAH
L. Sewm tanah yang dan Sago Rp. 3000000
Disewa oleh Rumah Makan Bungku

¢ ALAN T ShEA . Luas15x80
" Tauahdari[,ugg R
a T-tmhdan']_,ugg  Luas23x100
~ Tanah darj Sumale/samping SMU  Luas 150 % 100
= Tanah dar; Hanapi  Luass3x 120
~ Tanah dari Tanda _ Luas 45 x 145
~ Tangh da 5880



Rp. 25,815 099 _

P payaran utan Ismail sa i
ok 'q'-Sl!:ra} Rp
= I-nm.u'm:-

- Dan saya membayar pajak motor

- Dengan ganti akinya Buat Stater Tangay Rp. 402700 -
_ Ganti Ol Rp. 230,000,
_  Satu Set Ban Luar dalam Rp.  90.000,-
— Pembelian Pakainanya Rp. 315.000-

Rp.  780.000,-

BARANG YANG DIKELUARKAN ISMATL DARI RUMAH SELAMA SAYA DI

ARAB TANPA TZIN DAN SEPENGATAHUAN SAYA SPBAGAI T

Motor Yamaha RX Spesial
Lemari pakaian 2 (dua) badan
Lemari Kosmetik (toilet)

MODAL YANG ADA UNTUK PEMBELIAN HASIL PERTANIAN SEBELUM
SAYA KE ARAB Rp_ 2.000.000,.-

NAMA-NAMA TUKANG YANG MENGERJAKAN RUMAH PADA TAHUN 1996
MPAI SELESAI (PEMBANGUNAN BERTA

GELOMBANG PERTAMA

Peletakan batu pertama/ pemasangan pondasi

Tukmg ssenye. 1. Johar
2. Arme
3. Bakrin
Pemasangan Kap Rumah
Tukang kg .
i | Abidin
2. Johanis
4 Muﬁﬂ.“l'ﬂ
a
Ngan Atap Rumbia Umnﬂxdwﬂ
B
*Masangan Basy Merah

THIIE“E"EH :
k f



| Johgs

2. Bakrin

3. Mus
pemasangan Kosen Gelombang Pery, i

Tukangnya .

I Abidin (Alm)

2. Mursalim
pemasangan Batu Merah

l. Johar

4. Mus

3. Abbas (Alm)

Pemasangan Kosen Pintu/Jendela Gelombang Kedua

- Busi
Pemasangan Pintu rumah bagian Depan

- Yusuf (Alm)
Pemasangan Pintu Kamar 3 buah sama Tukang Dari Polsus (Kendari)

Pembuatan Loteng
1. Johar

2. Arman
3. Baknn

Penimbunan Pondasi
1. Muha

2. Negai

7, Masa
4_ Suryanti
5. Pela

6. Hendri

Pemasnngan atap seng ohar
]

3. Arman

Pembuatan Pondasi Teras Hasupion (Alm)
3, Mus]imin

B
*Masangan kap teras _ papaknys Anct

R P




P,Emasangan seng teras

i - Bapaknyg
pemasangan Dinding Batu Merah/Lants; aknya Anca

1. Hasupiog (Alm)

2. Muslimin
pemasangan Kosen pintu Kios

- Johar
pemasangan Pondasi dapur

L. Johar

2. Arman

3. Bakrin
Pemasangan WC dapur

1. Abbas (Alm)
Permasangan Tehel/Lantai

1. Amir
Pembuatan Kamar mandi Dalam

1. Hantero

2. Amir

Menimbang bahwa atas jawaban termohon baik lisan maupun tertulis tersebut,
pemohon mengajukan replik secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal pada pokonya
sebagai berikut :

I. Mengenai harga/ Sewa Rumah (kontrakan)
a. Yang dimaksud Rp. 3.000.000,- dani PT. Agra Morini sudah dibayarkan pada waktu

: ¢ Takartafsudah habis;
wjian SMA, sisanya sudah dikirimkan pada Wikt pﬂhuﬁﬂ:: J:? 000.000;- itu sudah
b. Sewa 2 tahun dari Partai Golkar dan . T;ehun w]-amu 3 tahun;
e i '
dipakai pembersihan kebun dan biaya by hmm penar, yang benar sewa sejaak
¢. Sewa bangsal batu merah Rp. 3 000.000- i 10eK dah ; al 6 M’ dan ini adalah
itupun Suryani sudafl JU
tahun 2006 s/d 2008 hanya 15 M itupd

lokasi tanah orang tua pemohon.
2 Tanah yang dijual yang benaf adalah Sbb - o 000000
& Pada Ibu Sulaeha bukan Rp. 64000000 h:":: -
- Rp. 30,000,000, sudah dibelikat tegel untuk 12
- Rp. 10.000.000,- sdr Tsmail yang uﬂmﬂ Haeruddin Haruna, SH. - |
- Rp. 10.000.000,- sdr sury2ni ¥ar8 e am usaha jual beli
b. Yang dimaksud dari Mudin bukan harg®

tanah

\ 10




_ Tanah dari Abu Hanifs :
; h ﬂﬁ!‘tlﬁl{atn],ra Euf}'ﬂn'l ke
saya usahakan tebusi utangnyg g, 2.000.00g " S4Ma teman i Unasha dan
- Tanah di samping rumal jyy, tanah oraang :Ha Ve i
sepeda motor Rx Spesial. 'l diijual harganya dibelikap

- Tanah dari Muh. Yunus, Surjapi .
: ¥ang jl.iEl ada saksi -
b t'[lh“lﬂ'

3, Sewa tanah dari rumah makan Bungj, Rp. 3.000.009
3 tahun
- Tanah dari Sardin yang benar 20 x 80 m harga Rp. 50,000,000 -/Balireso
- Tanah dari Sardin yang benar 20 x 20 m/Baliresg

- Tanah dari Sumaele yang benar 21 x 80 my Balireso akta An. Ismai]
- Tanah dari Abu Hanifah memang betul/baliresg

= lsmail pakg biaya hidup selama

- Tanah dari tanda yang benar 30 x 100 m/ Balireso sudah kena jalan 40 samping
Polsek (tidak ada ganti rugi)
- Tanah dan Sago yang benar 39 x 135 m dan sudah dijual 100 x 20 m sisa
19% 135 m
- Ada emas oraang tua Sdr. Ismail dijual Suriani tahun 2004 pada waktu lagi retak
keluarga tidak lama kemudian pergi ke arab Saudi
- Ada tanah 1 hektar dijual pada waktu pernikahan adiknya janjinya diganti sampai
sekarang belum ada
- Yang dimaksud 1 ekor sapi bunting harga Rp. 5.000.000.- itu adalah penebus utang
pada Sdr. Dg, Taro dalam usah jual beli coklat
- Yang dimaksud harga kambing Rp. 1.750.000,- sudah dibayarkan sewa mosi tril
dalam mengangkut kembali prabof cumah tangga yang dia bawa lari ke Kendari
(dari Kendari Ke Asera) saksi Sdr. Abd Hakim, §.¢ o -
- Ada 2 ekor kambing Tsmail setelah Suriani dari Arsb (4163478 =
agigah untuk adiknya, masih ada lagi 2 ekor dia jual hanya 15 M’
an
- Yang benar sejak tahun 2006 s/d 2008 dikoptratt
. : : bu. ]
sudah jual 6 M sisa 4 M’ , saksi ada EUI:G . di Arab Saudi itu sebenaraya siapa
: - uri :
* Yang dimaksud pengeluaran Ismail selama lian kurs soft yang dibeli Hasrad,
saksinya tolong dihadirkan seperti disebutkan P¢
Sttksi Sulagha, §,Pd dan Uddin, 5.508 odua dia mand gt dan

bl truk

itnpun Suriani

siapa saksinya

et kK
S Yang dimaksud pembelian emas kepada 15 000,-
CCuali tanah untuk pgrumah&ﬂ engan ﬁﬂlm Asera _Ta]ﬁ!]' gp LA d
an

6 i :
Pembayaran ut ang Ismail pada Abd. Haki qnti ban dalam, ban luar

Tap; pembayaran pajak moton ganti Ol
Pakaian ity uang bersama/Baliresd

- ;

gﬂ-Tlti aki, B




r

5 yang dimaksud barang dikeluarky, Ismail g

5 Adapun lemari 2 badan dan lemari kosmetik 4
g, Yang disebutkan rumahnya dan namg.

2. Bahwa yang dimaksud poin 2 huruf

ar i
M rumgh Seperti motor R Spesial ity

ki Sdr Nurhayati dag g4 Aco

beli sendiri T3 wiktu finggal di rumah

nﬁ-ma. tukﬂngn a g0 = i

sama Boneka, bentuknya manusia tetapi tidak mm:mn:'i !ﬂg{:a berarti Tsmagil in

| Kreant dan aktifitas, dapat

ba di Asera dari g

. akassar sydah

Rp. 5.300.000,- akhir 1995 saya menikahi Suriani yang tidak m Ipun].ra o

saksi © Anwar, Razak. Ada kesan terbyny, bagi sayn, orang tua saya h::; 3“.?”5:3]&&
. o sl

kawin dengan Suriani termasuk keluarga namup pada waktu ity saya seha;iu )

; 1 Gran
beragama berkeyakinan mungkin dia bisa berighg dani bejatnya bila :
kepada agama ternyata sudah sekian tahun

diha}larkﬂt'l upah kerja I'leﬁ.ﬁg mencat Tumah sy

kami gambarkan tahun 1990 pertama g

dibina kembali
imannya tetap mengoper, terbukti berapa
bulan saya tinggaalkan rumah sudah 1 orang perempuan yang hamil dan ada yang
kumpul kebo dalam rumah. Seandainya ini semua benar saya tidak matrealistis,

Menimbang bahwa selain dari replik tertulis yang pemohon ajukan tersebut

pemohon mengajukan tambahan replik secara lisan dengan menambah hal-hal pada
pokonya sebagai berikut :
1. Bahwa yang dimaksud poin 1, huruf

a Adalah uang Rp. 3.000.000,- dari PT. Agra Morini itu sudah diambil oleh termohon
pada waktu termohon ikut ujian SMA dan sisanya penggugat kinm kepada tergugat
pada saat tergugat mengikuti pelatihan di Jakarta menjelang berangkat ke Arab Saudi
dan walaupun pengeluarannya hanya untuk tergugat tetapi pengguat anggap sebagal

pengeluaran bersama (balireso).

sehapian dari hasil penjualan tanah

3 - v mﬁupﬂkﬂ-ﬂ
Bahwa vang Rp. 30.000.000,- yang ada poin 4 harta tidak

; : bt
seluas 20 x 80 m’ yang mana sisanya iz T bi F' renovasi yaitu harga
bergerak dari harta bersama itu dipakai uniuk e

i gat dengan tergugat
tegel lantai rumah orang tua penggugat, YAng sgat |:H.'-1'IEEU yeor
sar Rp 30,000.000,- { g8 puluh juta rup!

_ ( enam puluh juta rupiah ),
biaya renovasi rumah seluruhny2 sebesar R ﬁﬂﬂﬁ;w sebagai makelar jual
b. Bak oa mempunyal pekerjaar s in adalah jasanya

wa penggugat juga i . gimaksud dari Mudin

tanah orang, dan Rp. 150

Penggugat bukan harga jual

¢ Bahwa garis satu tentang tanah d37

sudah menyimpan dana sebe

a Rp. 2 000.000;

Penggugat sudah jual dengan harg

l\\ 12



- TTSERRRR———
yang digadai oleh tergugar wap, M Bergogy
gadai tersebut tergugat sendiri yapg Pl *X€ Atsb S dan vang dri agi
d Bahwa garis ketiga yang dimaksyg adalah ads tangh
termohon waktu mau berangkas 1, A S seluas 20 x 109 dijual oleh
e + YANB mengetahui adalah Sgr.

3. Bahwa dimaksud poin 3 huruf 3 adgjay,
- Bahwa, uang Rp 3.000.000,-tersebyt adalah bukan darj hagi) sewa :
bepnar adalah; penggugat dengan tergugat ol s tanah tetapi yang

Bungku dengan harga Rp 13.000.000,- sementars tanah terse

sewaan yang sebanyak
mpat tersebut biar bersih;
- Bahwa ada tanah 1 ha sebagai harta bersama dijual oleh tergugat dengan harga Rp

700.000,- untuk mebiavai pernikahan adiknya, dengan janji akan diganti, tetapi
sampal  sekarang tanah tersebut belum diganti sama sekali; dan tanah

Rp 3.000.000,-tersebut dipakai saja untuk membersihkan te

tersebutpenggugat tidak memasukkan dalam gugatan;

- Bahwa ada 1 ekor sapi yang lagi bunting, itu betul dijual tetapi harganya hanya Rp
2.000.000,- bukan Rp 5.000.000,- dan vangnya dipakai untuk menebus utang bersama
yaitu harga coklat kepada saudara Dg, Taro, (baliresa); ’

- Bahwa Batu bata yang dimaksud tergugat adalah 15 M’ dan tergugat sendiri yang
menjual 6 M®, 5 M" penggugat serahkan untuk pembangunan mesjid sedangkan
sisanya sekarang masih ada 4 M".

% Bahwa yang dimaksud poin 4 tentang pengeluaran penggugat selama tergugat berada di
Arab Saudi adalah itu tidak benar karena saya hanya membantu untuk membeli barang
milik kakak mantan isteri penggugat, biaya permikahan benar sedangkan motor
Penggugat beli dari hasil jual tansh bawaan peosgugat bukan dar haria bersam

selebihnya 7
. ' : nya adalah penggugat
* Bahwa yang dimaksud poin 5, tentang pembelian emé: ]’H‘J“E‘:f g
Hdak pernah membeli emas untuk isteri kedua kecual tanah umtus |
Rp 10,000,000 i
b - motor tersebut motor
* Bahwa yang dimaksud poin 7, bahwa bel ad8 ™! :’,'j;
n B j ¥
%0 barangnya masih ada sempai sekarang fi0EK hﬂ; ;:uﬂ rersebut milik ister
- Bahwy yang dimaksud poin 8, itu tidak W Rt seadifi
Penggugat dan dia sendiri yang beli dan dari VEPET
Sebagyi catatan tambahan dari penggugah -
" Tergugat memakai uang mesjid RP 265055 ga R 1.000.000,

el : | ekor, sef8 ]
i *8ugat menjual Rusa harts bﬂf’amﬁk iy chargA kP 1 40:0.000,

\ T B Hm“}la//_
13
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_ Tergugat mengaburkan besi 14 inci sebap
perbatang Rp 250.000,- seluruhpy, adalah
nanti pada tanggal 27 Februari 209

mMenimbang bahwa pada persidangan —
replik tersebut, atas permintaan termohaon, majelis haki

1
B.l} -EEHl[ImJ- dﬂ.ﬂ. J'IHI ini Ptngmmﬂ tahu

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16

Maret 200%tersebut berhybuy
ermohon/kuasa hukumnya sekalipun hadir d; persidangan | s

- amun tidak dapar mengajukan

_ sekali lagi kepada termohon/kuasa
hukumnya untuk mengajukan duplik pada persidangan berikutnya

Menimbang bahwa temyata pada persidangan dimaksud, yakni tanggal 23 Maret
2009, begitu selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Apnil 2009, termohon atsupun kuasa
hukumnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

duplik, maka majelis hakim memberikan kesempatan

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,
maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembultian, diluar hadirnya
termohon/kuasa hukumnya. :

Menimbang bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi vang setelah dicocokan dengan aslinya dan
ditempelkan meterai secukupnya lalu diberi tanda, yaitu sebagai berskut
1. Fotokopi Akta Cerai No, 4/Ac/2009/PA Una, tanggal 14 Januari 2009 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kwitansi surat tansh seluas 33 m x 100 m, yang ibayarkan oleh pemobon

kepada Sardin pada tanggal 1 Januari 2000 sebesar & 2.000.000,- diberi tanda P2,
3. Fotokopi surat pengalihan penguasaan atas sebidang tangh seluss 20 m x 80 m alau
i, S.Pd deagan pembayaran
1600 m? oleh pemohon dan termohon kepada Sulagha Sanus, i
8anti rugi sebesar Rp. 50,000,000, dikeluarkan oleh Lural T

Tuni 2008 diberi tanda P.3; ansh seluas 1.680 m" oleh

. . sehidang
% Fotokopi surat pengalihan penguasian :ﬂs  pembayaran gant rugi sebesar Rp-
Sumaele dan Harilan kepada pemohon, g

2004
da tanggal 3 Desember
1-500.000,- dikeluarkan oleh Kepala Des2 Wanggodu P2

diberi tanda p 4:
5
Fotokopi serifikat hak milik No. 42 An- P

A, |
Pertﬂﬁilha.n Kabupaten Kendan pada tangs? ,
& An. Saanl,

rangea! 1 "

1 yang dikcluarkan oleh Kepala AT
on . .
mo 1097 diberi tanda PS:
leh Kepala Kantor

6,
F“““kﬂpi sertifikat hak milik No- 3

Pertanahan Kabupaten Kendari pad®




7 Fotokopi surat kwitansi pembeliay tanah selyz
An, Pemohon pada tanggal 11 Januari 200 4o
beri tandy p 7.

g Fotokopi kewitansi penjualan tana, ukuran 20 g, X135 m g
15.000.000,- An. Pemohon, diber; tanda P §- .l Wanggudy sebesar Rp.

42
mx 135 m, sehesar Rp. 1,000,000

. F otokopi kwitansi pembayaran pemohan kepada
3.250.000,- untuk penguasaan hukum pada tangga) |
10, Fotokopi kwitansi pinjaman sementars termohon kepada 8 Nurhana b
sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 19 Agustus 2008, dibesi llandn P.10; i
11. Fotokopi kwitansi penjualan sebidang tanah ukyran 20 m x 100 m u]».:h ;:emlh:lu dan
termohon kepada Ir. Syahrir Ganie pada tanggal 18 Juni 2005, diberi tanda P.11;

2009, diberi tanda P_12;

13. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah 100 m x 100 m, sebesar Rp. 250.000.-
pada tanggal 5 Mei 2001 diberi tanda P.13;

14, Fotokopi kwitansi penebusan sertifikat tanah sebanyak 2 buah dengan rekening lampu
dan Surat Izin Usaha serta PBB tanah sebesar Rp, 2.000.000- oleh pemohon pada
tanggal 9 Oktober 2006, diben tanda P14,

15. Fotokopi surat pengalihan/penguasaan atas sebidang tanah, oleh pemohon dan
termohon kepada Ir. Dani L. Bunggulawa dengan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.-
atas sebidang tanah seluas 100 m x 100 m = 10.000 m’, tanpa tanggal, diberi tanda
P.15;

16, Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanzh seluas 25 m x 65 m, sebesar Rp.

i i tanda P.16,
1.000.000,- oleh Pemohon pada tanggal 5 Februari 1990 diber
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan

I7. Fotokopi sertifikat hak milik No. 98, yang O : ;

. 11 Desember 1997 diben tanda P.17;
Pertanahan Kabupaten Kendari pada tangga!
shut diatas pemohon telzh

ki tertulis ters
Pt o kan keterangan dibawah

Menimbang bahwa selain dari -
masing telah member!

Mengajukan pula 3 orang saksi masing-
Ampak Yaitu :
. Johar bin Katoba

Me“mﬂﬂkﬂﬂ pada pokoknya stlael e rmohon memperoleh harta bersama, dan

e

" Bahwa serelah perkawinan, pemohon dan n},raihamba
iuga setelah perkawinan pgmuhnn telah mf-'jlﬂ-}'-'u L Seluies 20 m % 60 m, sedangkan
* Bahwa harta bawaan pemohon berupd SPIOE 1 o i erahin Wanggu0s
hﬁ“sunmn}ra semi permanch seluas 7,5 ™ ¥ o

dengan hagai berikut -
fEan batas-batas sebag \anah Yohanes

- Sebelah Barat berbatasan dengd?
‘/—-—



\

A

_ gebelah Timur berbatasan dengan jalan Fiya
- Sebelah Utara berbatasan dengyn tanah Suparman
- Sebelah Selatan berbatasan denggy tanah Suparman
_ pahwa pada awalnya rumah tersehy; direnovag o) |

eh ora :
1996 dan setelah orang tua pemohon Meninggal dy AE Tua pemohon sejak tahun

fid tahun 1997, maks pemohon dan

pemasangan lantainya,

- Bahwa selain dari pada tanah dan runa versebut, masih ada hara by
wain pemohon

berupa harta bergerak, terdiri dari - 1 buah lemar; Pakaian 2 pintu, dan | bush lemar;
! I

makan 2 pintu.

- Bahwa selain dari pada harta bawaan tersebut, pemohon dan termohon mempunyai

harta bersama berupa barang tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang dibeli dari Sago
tahin 2000, latu dijual kepada pemilik rumah makan Bungku, terletak di Kelurahan
Wanggudu.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menesima dan
membenarkannya.
2, Sahidin A Ma, S.Pd bin Lapalu
Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut |
- Bahwa termohon pada tanggal 7 Mei 2005, sebefuin ke Arab Saudi, datang kepada
saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.-, tapi yang dipinjamkan oleh saksi
hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jaminan 2 bush serifikat tamtu'lrumah harta
bawaan, 1 lembar bukti pembayaran PBB dan | lembar bukti mkmﬁﬂgllimt
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, pemohon datang k@.a saksi untuk :mmthm:
utang termohon sebanyak Rp. 2.000.000- (Rp. 1.000.000;- pinjaman pokok ditamba

Rp. 1.000.000,- bunga); shon menyatakan bahwa uang
Menimbang bahwa atas keterangan saks! tersebut, pem I S
¥ang dipakai untuk menebus/membayar ulang mmfn g ghon menerima dan
Y0 termasuk harta bersama dan selain/selebihny? pem
memh'ﬂﬂﬂ.l'kannyﬂ_

3 Sigidi bin Uwwei
hlmﬂfﬂngkan pada keputusannya sebaga erikut -h - merupakan harta bawaan
1

- Bahwg sebidang tanah yang berdir Emua.ll s

Pemohon, sedangkan renovasiny? dilay h
. oogl dunia, ngku, menupakan tand

Orang tua pemohon meninggs ; mah Makan Bu

“Bahwa sebidang tanah yang e nnan, dibeli dari M ad
Yang dibeli oleh pemohon bukan



\ @

100 m, lalu tanah tersebut sydap dijual ge
TKW di Arab Saudi pada tahyp 2005, 4
aenimbang bahwa atas keterangap 5aksi terselyyp
mﬂ“hﬂﬂﬂfkﬂnﬂ?a- xIeeion menyatakan menerima dan
Menimbang bahwa sakksi-saks;

memanggil kuasa termohon,
Menimbang bahwa berhubung relaas panggilan -

terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis Sidang akan dilaksanakan pada hari
pada han senin

wiggel 21 Aprl 005, padaal seharusnya tertulis pada hari Kamis tangaal 23 April 2009
maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Unasha pelah memberitakan secara Tisan
kepada termohon  untuk  diteruskan kepada Juasa hukumnya melalii P =
(81245551389, perihal kesalahan dimaksud, untuk dismpaikan kepada kuasanya daan
supaya ia atau kuasanya datang menghadap dipersidangan sesusi wakiu yang telah
ditetapkan tersebut, namun termohon menyatakan tidak akan menghadiri sidang vang
dimaksud dan tetap berpatokan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal sesuai yang
tercaantum dalam relaas panggilan yang diterimanya, sehinnga pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan diluar hadirnya termohon atau kuasa hukumnya,

Menimbang bahwa pemohon, dalam melengkapi pembuktiannya dipersidangan, telah
mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu
* Hasanuddin Haruna bin Haruna

Memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut -

- Bahwa pemohon mempunyai harta bawaan dan juga memiliki harta bersama dengan
termohon, .

- Bahwa harta bawaan pemohon berupa sebidang
Kelurahan Wanggudu yang dibeli pleh orang !
Yohanes pada tahun 1989 dengan batas-batas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanafinya s
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan 2%

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya ” Razak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnyd ﬁhﬂwm semi permanen dengan

*  Bahwa diatas tanah tersebut ada i 2 leh orang i3 pemohon, bipiclan
ukuran 7,5 m x 19 m direnovasi mulai tahun 19940 gvasi dilanjutkan oleh pemohon
Setelah orang tua pemohon meninggdl 4U71* s

dan termohon.
Bahwa harta tidak bergerak lainny? o
bawaan pemohon yaitu berupa tanat P¢

tangh seluas 0 m x 60 m, terletak di
ya termohon bernama Saani dari

. ih ada harta
g terscbut diatas masin 26
faim daci P $mx 655 m, dibelt oleh

ebunan, sehs

—



orang tua pemohon pada tahyp
Kelurahan Wanggudu dengan hﬂiﬂa-hata;
- §ebelah Utara berbatasan dengay tanah Iby $41m
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalap Diesg
_ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan angh py, Razal;
. Bahwa adapun harta bergerak Yang memupakan pyla
berupa lemari pakaian, lemari makan, tempat tidur dan
. Bahwa selain perkawinan pemohon dengan termohgg
terdiri dari harta tidak bergerak dan hartg bergerak,
Harta tidak bergerak berupa tanah ada 5 kapling terdiri dari -
1. Tanah kosong yang terletak di jalan raya Propinsi,

harta bawaan pemohon adalah
kursi plastik.

telah diperoleh hara bersama

Kelurahan Wanggudu hiasnya 42
m % 135 m dibeli oleh pemohon dan termohon setelah menikah tahun 1995 laly dijual

sebagian seluas 20 m x 135 m kepada rumah makan Bungiau jadi sisanya sekarang
se¢fuas 19 m x 135 m, batas-batasnya adalah;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Waskonggo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Hadijah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya M. Toding (Alm)
- S3ebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
2. Tanah kebun yang terletak di Kelurahan Wanggudu, luasmya 100 m x 150 m, dibeli
pada tahun 2001 dari Hanafi seharga Rp. 1.500.000,-. Batas-hatasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Rudin. 3
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Dahu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Muga
- SEbelah Timur berbatasan dengan tanghnya H. Mukhtzr i
3. Tanah kebun seluas 21 m x 80 m terletak di Kelurahan WW -
2004 dari Sumaele seharga Rp. 1.500.000~ Bats-betastya aduEh
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Raden
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya MR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan SMA
= Sebelah Utara berbatasan dengan tanghaya AT
- Tanah perumahan vang terletak di Kelurahan
™, dibeli dari Sardin. B kemudian dijus! 01"
termohon berada di Arab Saudi dan SiS8%
batasnya adalah a
* Sebelah Borat berbatasan dengan nsh P

AL 1/-




- Sebelah Timur berbatasan dengap jy1,, raya
- Sebelsh LHars. besbetasan dengan Lapangan sepq) bola
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnyg Sulagha, § pg
5. Tanah kebun seluas -,
tanah tersebut meru

terletak di Kelurahan Wanggudy. Batwhatasnya adalah -

- Sghelah Timur berbatasan dengan tanahnya Tomaij (penolion
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sulaehy S Pd

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahmya Nurdin

- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola.

* Harla bergerak berupa Prabot ramah tangea terdiri dari -

Blat-glq

1. 1 set kursi sudut

2. 1 set kursi tamu

3. | buah kulkas

4, 3 buah kompor hock

5. 2 buah kompor gas

6. 1 buah tabung elpiji

7. 1 buah pemanas/rice cooker
8. 2 buah lemari

5. 2 buah tempat tidur

10. 1 buah meja makan

11, 1 buah televisi 21 inch
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terschn
keberatan,

Menimbang bahwa untuk melengkapi bukt

Memandang perlu melakukan peninjauan lokas

Kepastian wlouran batas-batas tanah setelah dijusl me®
ersama, HAMKT

]JHMMJM lokasi

pemohon membenarkn dan tidak

pukti pemehon, maka majelis hakim

bergerak baik harta bawaan maupun harta D
"*Manggulangi biaya pelaksansannys SeHIPES!
dilﬂﬂlkﬂn

M““"“‘bﬂﬁg, bahwa pemohon menyataken
bukti lagi dan mohon putusar: p—— |

. . ai N
M‘““lmbang. bahwa untuk mempersingkat ur e perkara il
S2gal, hal-hal m berita 8car pers

| 9_/

yang tercantum dala



PEMOhonay,
ercantum dalam surat permehonannyg: Pemohon adajal sebagaimang

aenimbang bahwa, para pihak tela dimediasi glep halk; :
etapi tidak berhasil; 1 medator D Pt -

Menimbang bahwa, atas permohonan pemohon

lerseby
schagian dan membantah sebagian; L termohon membenarkan

Menimbang bahwa menyangkut harta bawaa -

o N pemohon in casy barang tidak bergerak

rermohion p va membantzh, dengan menyatakan, hahwg bangu I

o "

diﬂEﬂE tanah berukuran 20m x ﬁﬂm, “t'agﬂllmana tercanium Flﬂli& ang].;a 'h hwﬁzgh::'dlﬂ

- awa gl i

pada tahun 1994, tetapi sebenarnya pada tahun 1996, tatiala pemobon dan termohon m:h
menikah;

Menimbang, bahwa menyangkul barang bawaan in casu barang bergerak. maka
termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa lemari pakaian 2 pintu, lemari
makan 2 pintu dan tempat tidur nomor | sebagaimana tercantum pada angka 1,2, dan 3
bukan harta bawaan, akan tetapi sebenarnya harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut harta bersama pemohon dan termohaon in casu
barang tidak bergerak, maka termohon membantah pula, dengan mengemukakan bahwa
f2nah kebun seluas 19m x 35m, sebagaimana tercantum pada angka I, bakwa harta
bersama, akan tetapi sebenarnya termasuk harta bawaan termohon, semula berukuran 45%m

*135m, dibeli dari hasil penjualan harta bawaan termohon berupa kalung emas 10 gram,
sagt itu sebesar Rp. 500.000-

0 2006, seluas 20m x 135m,
g berukuran 19mx 135m,

semlai Rp, 600.000,- yang mana harga tanah tersebut
emudian dijual oleh pemohon kepada Sitti Khadijah pada taf
harga Rp. 1,500,000 - untuk berobat sehingga sisanyd sekaran

Menimbang, bahwa masih menyanghut harta bersem

berang tiga bergerak, maka termohon mermbanzh Pt a angka 4, bukan ukuran
“inah kebun seluas 13m x #5m, sebagaimand ! i

r EJ“ jsm x ﬂ-ﬂﬂ'l, ]El].'l
ham“:"'“ yang sebenarnya, tapi ukuran Luanda ye15 mnﬁgﬂi- sehingga sisanya
Pemohon telah menjualnya seluas 20m X gom scharga Rp &%

deng

%Eam“
2 15m x 80m hon in
-ﬂﬂ.ﬂ! Tegmth
sarna pemohon

Menimhang, bahwa selanjutnya menyangkut hara b2t memiliki
s barang bergerak, maka termohon membant" p-td,_:-umlah
:‘E’hwinm i mh’;ngm deposito di Bark ENI Kendmm :Mimﬂ
a“huah gelang emas dan 3 pasang anting-anting emas 3 5@

%213 dan 4,

A\ iﬂ/




warang bergerak, maka termohon membgqgg pulhﬂsanm Pemohon dan termg i -
omas 10 gram, sebagaimana tercanium a

giperolehnya setelah  perkawinan, karena par
majikannyad sewaktu menjadi TKW di Arap Saud:

Menimbang, bahwa dari jawahb menjawab angary

. Pemahon d
menjade pokok sengketa dalam perkara ini meny cut majeis hak-t:l :Eﬂlm, maka yang
antara harta bawaan pemohon dengan harta bersama pemghon danjl: m]r::mw s
ermohon, kemudian

rerjadi lagi penjualan dan penggadaian atas sebagaian hary g
g 8
termohion, yang mengurangi eksistensi bundel harga bersame pemohon dan

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah bercerai secara sah
’ : . menurut
~ hukum, sesuai bukti P.1, perlu dilakukan pembagian harta bersama antarg kedua belah
pihak.
Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan tentang harta bersama
pemohon dan termohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang harta

bawaan pemohon,

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumsh yang berdini diatas tanah yang
berukuran 20m x 60m, sebagaimana tersebut pada nagka 1, diperoleh fulta babwa dibangun
oleh ibu kandung pemohon bernama Sa'ani pada tahun 1994, kemudian direnovasi oleh ibi
kandung pemohon/Sa’ani pada tahun 1996, dan setelah ia meninggal dunia pada tahun
1997, dilanjutkan renovasinya oleh pemohon dan termohon berupa plesteran dinding rumah
dan Pemasangan lantainya, yang menelan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- scbagaimana
fizkui oleh pemohon dan termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi Sohar bin Katobu
%an saksi Hasanuddin Haruma bin Haruma.

animbangr bahwa diperoleh lagi falcta dari keterangan pemohon dan termohon bahwa

dari hasil peajualan tanah harta bersama

lana sebegar Rp. 60.000.000,- tersebut diambil an simpanan pemohon sebesar
*eluas 20m x 80m, sebesar Rp. 30.000.000- ditambah & G

Rp. 30.000.000.
b1 merﬂ.ima Ejumlah uaﬂg

: : telah
Memmhang. bahwa termohon selama perkawinan
$ehana: 1 .
"84 beriky; ks s (angaal 7 Mei 2005,
i La
; ] hersama 'DI.IHEE-"!F“ FIEI'.'IH
h,:m sﬂkﬂhguﬁ'

e bukti P13

" Meminjam uang kepada Sahidin, AM2. 5.pd
*tbesar Rp. 1,000.000,- lalu dibayar oleh p
Nggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 2,000.000;- (w

tanah harta bersam

* Vs
Mima -
harga penjualan P

Hunﬂﬂlllaﬂ.-a sebesar Rp 2 000,000,- (vide bu

11/



\feminjam uang dengan menggadaikap sertifikat tang, b
Suluran 100,

pemohon yang menebusnya sebesar Rp. 2,000,009, yig. p 12) 1 M
. Menerima harga penjualan tanah selygs - 5 i
tanEEE] 18 J'I.I'ni 2':“35, sehesar Rp q‘-iﬂﬂ_[ﬂ]l}ﬂ (vide D irl;: r Ir. S}fﬂhm‘ hmﬂi': pada

weminjam uang dari Ditti Nurhan pada tanggal 19 4
5 000.000,- lalu dibayarkan oleh pemohon (vide buk; poy BUstUs 2008, sebegar Bp

jadi jumlah total penerimaan termohon ditambak dengan pengeluaran ho
emo
menebus hutang-hutang termohon sebesar Rp. 15.500.000.- F o
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-perti
herkesimpulan:

mbangan terscbut diaas, majelis hakie

- Hak pemochon atas harta bersama yang melekat pada bangunan ramah tersebut senilai
Rp. 60.000.000,- : 2 = Rp. 30.000.000,-

- Hak termochon atas harta bersama termohon yang melekat pada bangunan rumah
tersebut senilai: { Rp. 60.000.000,- : 2) - Rp. 15.500.000,- =Rp. 14.500.000.-

- Adapun tanah pekarangannya sefuas 20m x 60m, tetap menjadi harta bawaan pemohon,
sesuai pengakuan termohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa termohon telah mengakui kebenaran tanah kebun seluas 25m x
T0m, sebagaimana tersebut pada angka 2, adalah harta hawaan pemohon, maka berdasarkan
pengakuan tersebut, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 311 RBg. terbuktilah secara
sah menurut hukum, tanah kebun dimaksud adalah harta bawaan pemohan.

Pakaian lemari makan, dan tempat tidur nomar L,

: i harta
3, dibantah oleh termohon, dengan menyatakan belve $ET

i tetapi termohon tidak dapat membukikan dalil-

5 ; :
352l 283 RBg. maka haruslah dikesampingkan qntum pada angka

; i ferc
|gstile, sebagaimand
P non oleh termobon, maki PEES

—_— dimﬂhﬂd ketentuan

yita bawaan pemono™

Menimbang, bahwa mengenai 8 buah feurs:
. diaky; kebenarannya sebagai harta bawean e
Hsebut merupakan bukti yang sempurma dan memlm-sh
Fasal 31 RBg. atas keberadaan barang gimaksud $E0E

% Menimbang, bahwa dari
h’ajmpu!an. harta bawaan pemohon adalah

L]
Hargy Tidak Bergerak. letak di Kelurahan Wanggudu-

L 3Ehidﬂng tanah perumahan perukuran 2

\ /



r Hams—bﬂtﬂﬁﬂ}"ﬂ:
gebelah Barat dengan tanahnya Yohanes

gehelah Timur dengan Jalan Raya
gebelah Utara dengan Lapangan Sepak Rgla
gebelah Selatan dengan tanahnya Suparman

5 Sebuah bangunan rumah permanen benykuran 15mx19m yang berdiri diatas tanah
i

seluas 20 m x 60 m, sebagal terscbut diates, yang nilainya sebesar = ( hargs b
umah - Rp. 14.500.000,-) Angunan

3. Sebidang tanah perkebunan seluas 25 m x 70 m, terletak i Kelurahan Wanggudu

Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Pak Mus
Sebelah Timur dengan Jalan Desa

Sebelah Utara dengan tanahnya Salma
Sebelzh Selatan dengan tanahnya Abd. Razak.

* Harta Bergerak

1. Lemari pakaian 2 pintu
2. Lemari makan 2 pintu

3. 1 buah tempat tidur no. 1

4. & buah kursi plastik

s :mbangkan, tentang haria
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan e

bawaan termohon,

dituntut oleh
alung emas 10 gram, Yang -5
A pada angka 2, akan te(ap! dibentah

hessama akan tefzpi sebagai hadiah
kemudian pemohon pul
RBg. serbukailah kahung

Menimbang, bahwa barang berg
Pemohon sebagai harta bersama, sebagaimand e
Oleh termohon, dengan menyatakan bukan sebagal mm i
tarj Majikannya sewaktu bekerja sebagai TKW i Areh 5:];“
Mengaloi kebenarannya, maka berdasarkan keteatul o

8 . germohan. -
25 10 gram tersebut sebagai harta bawain eri yang dipercieh sebagal
au pult

8h atay warisan menjadi
“Patang mereka fidak menentukan "

Ytentukan daiam pasal 35 ayat (2

|97 :
% Jo Pasal 87 KHi, sehingga bariné

C . ‘ﬂ/’-




Menimbang, bahwa selanjutnya majefig g akan mempen:
Peﬂw‘hﬂn dan termohon i N

a ‘h-.“ .
jidak bergerak in casu tanah perkebunan berukuran 19, 4 Frmehon berpa arang
dalam angka 1, terungkap fakta di persidangan, bafwa ¢

olh pemohon pada tanggal 11 Januari 2001, sebenarnya

berukuran 4
harga Rp. 1.000.000, 2m x 135m, dengan

- Se5ua] i i

" bukti P&, kemudian dijual oleh pemohon kepada St

ghadijah seluas 20m x 135m, pada tanggal 5 juli 2006, dengan harga Rp. 15.00 |

sesuai bukti P.7 sehingga sisanya sebenarnya benskuran 2Imx 135m, mmui::.et;ia.]'? :‘JE::
NIKUr

oleh pemohon ternyata berukuran 19m x 135m, kemudian oleh termohon membantahn
ntafinya,

dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan hana bersama, akan tetapi harta bawaan
termehon, dengan alasan bahwa, harga pembelian tanah tersebut dari hasil —
kalung emasnya sebesar Rp, 600.000,- yang mana pada waku itu harga pembelian tanah
tersebut sebesar Rp. 500.000,-

Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat:

Bahwa alasan termohon tersebut yang mengklaim tanah tersebut sebagai harta bawaan,
adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan memurut hukum, karen tidak
didukung oleh bukti-bukti yang dapat diajukan dipersidangan yang akurat, sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 283 RBg, dan Pasal 284 RBg. sehingga haruslah di kesampingkan
oleh pemohon, tidak bertenfangal dengan maksud
g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 92 KHi.

pemofion dan termohon masih
untuk membiayai ongkos

Bahwa penjualan tanah tersebut
ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undan
Karena dilakukan atas persetujuan termobon, pada saat
hidup rukun dalam rumah tangga, lalu i pun dimaksudkan 2
pengobatan pemohon, oleh karenanyd maka penjuslan tand gy b e
tidak dapat mengurangi porsi pemohon ates pembagiet - §5m
bergerak berup 1208 :ﬂ;ﬁiﬁ i
gom, kemudian dijual oleh
ganusi, S.Fd. dengan

Menimbang, bahwa barang tidek
*bagaimana tercantum pada angka 4, terungka? fukta di pers
eiula pada waktu dibeli oleh pemohon berulcuran L
Pémohon dan termohon pada tanggal 28 Juni 2008, k
targa Rp. 50.000.000,- sesuai bukti P2

Kuran 15m x BOm.

Maka dalam hat ini majelis hakim berpen 9P

AL e Al




pahwa penjualan tanah tersebut, sudah sequyj gy
- m

pasal 36 aya (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 15 p

; ) i _
pidak dapat mengurangi porsi pemohon ata G e asal 92 K sehingga
persetujuan pemohon  dan  termohon gy di b Karena dilakukan gas

: PErgunaka e
pcrbaikanfrennvam rumah, sebagaimana ioasiom paa b ;m::k membiayai
i angka 1, sebesar Rp. 30.000.000,- dan di PerRunakan untyk kt]:ﬂﬂt'm i

Ihgan pemobon

gehesar Rp 10.000. Dﬂﬂ,—
lﬂl.'I:H}D-U{’D-'

sebagaimang ditentukan

lalu di pergunakan ynuk kepentingan termahan sehesar B
P

_ Oleh karenanya harta tidak bergerak berupa tanah kebun berukuran 13 m x 85
ik
tersebut, tetap merupakan harta bersama, yang mana baik pemohon dan termohon, tetap
berhak memperoleh bagian atasnya sesuai aturan hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa mengenai harta tidak bergerak lainnya berupa tanah kebun
berukuran 150m x 100m, dan tanah kebun berukuran 21m x 85m, serta tanah kosong
herukuran 20m x 20m, sebagaimana tercantum pada angka 2,3 dan 5 diakui kebenarannya
oleh termohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Hasanuddin Haruna bin Haruna
maka berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi terscbut, dengan mengacy
pada Pasal 311 RBg dan Pasal 308 ayat (1) RBg., terbuktilah secara sah, harta terperkara
berupa tanah kebun berukuran 150m x 100m, dan tanah kebun benukuran 21m x 85m, serta
tansh kosong berukuran 20m x 20m, sebagaimana tercantum pada angka 2.3, dan 3 adalah

harta bersama pemohon dan termohon.
ito di Bank BNI
Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak herupa tabungan deposito l.‘h. S
ing-antimg
Kendar schesar Rp. 60.000.000, dan gelang emes 10830 <2 08
Pasang 3 gram, dibantah keberadaannya oleh termohon, dengan mety hon pun tidek d2pat
barang tersebut tidak pernah dimiliki oleh termohen, lehe oleh pema

5 yentuan Pasal 283 dan Pasal
membukitikan keberadaannya menurut hukum sesuai maksud k

: i persama sehingga
™ RBg., maka barang-barang tersebut tidak rerbukti  sebasd! hartd
' [esair *
Mﬁnimban& bahwa mengenal barang bergerak lainny? o

| set kursi tamu merek 321

L set Jursi sudut

! buah kulkas 2 pintu merek Sharp
2 buah kompor gas merek Rinai

1 buah tabung Elpiji

A 3 buah kompor hock /
25



Y

| buah pemanas/ rice cooker merek Nagjona
7 buah lemnari jualan 2 pinto

4 puah tempat tidur

| buah meja makan

{ bugh televisi 21 inch merek Panasonic

Diakui. keberadaannya sebagal harta bersama oleh termohon dan dikuatkan pula oleh
. a ole

eterangan saksi Hasanuddin Haruna bin Haruna, maka sesuai maksud ketentuan Passl 311
RBg. dan ketentuan Pasal 285 RBg. terbuktilah harta-

diatas adalah harta bersama pemohon dan termohon,

harta bergerak sebagaimana tersehut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan  tersebut majelis Bakim
berkesimpulan, harta bersama pemohon dan termohon adalah sebagai berikut:

* Barang Tidak Bergerak
1. Tanah perkebunan berukuran 19 mx 135 m terletak di Kelurahan Wanggudu.

Batas-batasnya:
Sebelah Barat dengan tanahnya Hj. Khadijah
Sebelah Timur dengan Kali Woikonggo
Sebelah Utara dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan dengan tanahnya H. Toding Alu
2. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m, m'tﬁal‘. di elurahan Wanggudu.
Batas-batasnya:
Sebelah Barat dengan tanahnya Dahu-Dahu
Sebelah Timur dengan Kali kecil
Sebelah Utara dengan tanahnya Rudin 3
Sebelah Selatan dengan tanahnya Muga  eluraben Wanggudu.
Tansh perkebunan berukuran 21 mx 85 T 116 &
Batas-batasnya:
Sebelah Barat dengan tanahnya Raden Fei
Sebelah Timur dengan tanahnya H- e

Sebelah Utara dengan tanahnya Arsad
A Negeri 1 A%

Sebelah Selatan dengan Jalan Ke sM
/\ 26
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A

4 Tanah perkebunan berukuran 13 m x 85 m terjer.i di Kelurahap Wanggudy,
Ba;asuhalasn}’ai
gebelah Barat dengan tanahnya Suparman
sebelah Timur dengan Jalan Raya
gebelah Utara dengan Lapangan Bola Kaki
gehelah Selatan dengan tanahnya Sulacha, § pg
5. Tanah kosong, berukuran 20 m x 20 m, terletak di Kelurghay Wanggudy
Batas-batasnya:
Gebelah Barat dengan tanahnya Sulacha, §.Pd.
ebelah Timur dengan tanahnya Ismail
Gehelah Utara dengan Lapangan bola kaki
Sebelah Selatan dengan tanahnya Nurdin T.
Barang Bergerak:
1. 1 set kursi tamu merek 321
2. 1 set kursi sudut
3. 1buah kulkas 2 pintu merek Sharp

4. 2buah kompor gas merek Rinai

bl

1 bugh tabung Elpiji

L=

3 buah kompor hock

il

1 buah pemanas/ rice cooker merek Nasional
2 buah lemari jualan 2 pintu

% 2buah tempat tidur nomor 2

i 1bi1ah meja makan

11, it '
I'buah televisi 21 inch Panasonic ch selams perkawind® merupakan bart?

}Undanﬂﬂ"'“”!hemm (ersebul harss
qui b

Menimbang, bahwa harta benda yang GiP€r°
g sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (1
wia‘" apabila terjadi perceraian, maka mEnt
[Ebagi dua antara pemohon dan termohon,
%aj bagian, sebagaimana ditentukan

1-a
\



r k o e
. tLang perkara imi termasuk d .
;:.-[[ertlmb ng p alam hl'l-']ang pﬂ'kawim"l

gkibat perkara ini sesuai maksud ketentuan Pasal 89 Maka semuy biaya yang
8

:iJﬂb”]
Tahun 1989, yang telah d ; ¥at (1) Undang.
Momor 7 wbah dan m“"‘T-'“makan it ig-Undang
-Hum.uf 3' Tﬂhllﬂ E-UDE. ma-ng-ummg
MENGADII]

1 nengabulkan permohonan pemohon sebagiannya:
1 penetapkan harta-harta sebagai berikut:
A Harta Tidak Bergerak.

a Sebidang tanah perumahan berukuran 20 m x 60 ;m terletak di Kelurakan
ur
wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utars,

Batas-batasnya:

Sehelah Barat dengan tanahnya Yohanes
Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Lapangan Sepak Bola
Sebelah Selatan dengan tanahnya Suparman

b. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7,5 m 3 19 m yang berdiri diatas
tanzh seluas 20 m x 60 m, sebagai tersebut diatas, y2og ilainya sehesar = minus
Rp. 14.500.000,- ( harga bangunan rumak - Rp. 14.500.000,-)
¢. Sebidang tanah perkebunan seluas 25 m x 70 o terletak di Kelurahan
Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utard
Batas-batasnya:
Sebelah Barat dengan tanahnya Pak Mus
Sebelah Timur dengan Jalan Desa
Sebelah Utara dengan tanahnya Saima
Sebelah Selatan dengan tanahny? Abd. Razak
B. Harta Bergerak.
& Lemari pakaian 2 pintu
b. Lemari makan 2 pintu
€ 1 buah tempat tidur

0. 8 buah kursi plastik

Adalah harta bawaan pemohon /




A : Mwﬂtﬂpka’“ harta Dergtldh LETEEA Kalung emas

i \fenetapkan pula harta-harta sebagai berikut: WaA temohoy,
g, Harta Tidak Bergerak

5, Tanah perkebunan berukuran 19 m x 135 m terfotak g gy
i]

Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Wanggudy,
Batas-batasnya:

Gebelah Barat dengan tanahnya Hj. Khadijah

gebelah Timur dengan Kali Woikonggo

gebelah Utara dengan Jalan Raya

gehelah Selatan dengan tanahnya H. Toding Alu

b. Tanah perkebunan berukuran 150 m x 100 m, terletak & Kelurahan Wanggudu,

Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
Balas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Dahu-Dahu
Sebelah Timur dengan Kali kecil L
Sebelah Utara dengan tanahnya Rudin 5
Sebelah Selatan dengan tanahnya Muga

i Wangaudy,
c. Tanah perkebunan berukuran 21 m X 85 m, terletak d Kelurghar

Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
Batas-batasnya:

Sebelah Barat dengan tanahnya Raden Ferl
Sebelah Timur dengan tanahnya H. Mt

Sebelah Utara dengan tanahnya Arsad
Smﬂt;gﬂ'i 1 Aserd-

Sebelah Selatan dengan Jalan Ke
rerletak di

ﬁﬂlﬂhﬂ WEIIISE""du"

d. Tanah perkebunan berukuran 13mx8 o
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe U™

Batas-batasnya:
]}
Sebelah Barat dengan tanahnya Suparm?

Sebelah Timur dengan Jalan Ra¥2

ki
/\ Sebelah Utara dengan Lapare™® BDV
29




gebelah Seraldll UERLEHN WHLAINYA Sulacha, § py

Tanah koSONgE, berukuran 20 m x 29 m, terletgk g :
k |. ﬂl_
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utarg urzhan Wanggud,,

Batas-batasnya.
gebelah Barat dengan tanahnya Sulaeha, S pq
gehelah Timur dengan tanahnya Ismail
Sebelah Utara dengan Lapangan bola kaki
Sebelah Selatan dengan tanahnya Nurdin T.
B. Harta Bergerak.

1. 1 set kursi tamu merek 321

2. 1 set kursi sudut

3. 1 buah kulkas 2 pintu merek Sharp

4. 2 buah kompor gas merek Rinai

5. 1 buah tabung Elpiji

6. 3 buah kompor hock

7. 1 buah pemanas/ rice cooker merek Nasional

8. 2 buah lemari jualan 2 pintu

9. 2buah tempat tidur nomor 2

10, 1 buah meja makan

11. 1 buah televisi 21 inch Panasonic

Adalah harta bersama pemohon dan termohion

> Menetapkan harta bersama tersebut pada et
dengan pembagian % (seperdua) bagian untulk pemonc? e
lermohon, .o dari bartd

4 amar
nomar bagin untuk

{gepﬁrd'lm}

Menghukum pemohon untuk menyeraika® . .
ba geb

bersamanya yang melekat/bercampu pads mm putusas i, berup? e

tetsebut pada diktum nomor 2 huruf A

Rp. 14.500.000,- (empat belas juta i Lo



7. Menghukum termohon atau siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa untuk
mengosongkan rumah dan tanah tersebut pada diktum nomor 2 huruf A butir a dan butir
b, amar putusan ini dan menyerahkannyva kepada pemohon.

. Menghukum pemohon dan termohan alau siapa saja yang menguasai obyek sengketa
untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuaj diktum nomor 5 amar putusan ini,
dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan di lelang melalui Kantor Lelang
Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata antara pemohon dan termohon setelah

dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya.
9. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya,

10. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus
enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diajukan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama
Unaaha pada hari ini Senin, tanggal 11 Mei 2000 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil
Awal 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh
kami Drs. Mudjahid, SH, MH. selaku ketua majelis, Drs. Samsudin SH dan Drs,
Abd.Rahman, masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 16 Januari 2009, dibantu oleh Drs. Safar
selaku panitera pengganti, dengan dibadiri oleh pemohon diluar hadirnya kuasa termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ted
Drs. Samsudin, 5.H. Drs. Mudjahid, 8.H, M.H.
ttd
Drs. Abd. Rahman Panitera Pengganti,
ttd
Drs, Safar
Perincian Biaya Perkara ;
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000-
Biava Panggilan : Rp. 875.000,-
Redaksi :Rp.  3.000,-
Meterai
Jumlah
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PENGADILAN AGAMA UNAAHA

JI. Inclobunggadue 11 No 83 Tip, (0408} 243

" 157,
Website : pa-unasha.net, E-Mail: n - 22 Fas. (408) 2421155

UNAAHA 93450 @ Biecom

SURAT KETERANGAN p
Nomor: W21 ENELITIAN

-AS/415/PB 00/VI2010

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ABD. LATIF
NIP - 19631231 198803 1 020
Jahatan : Ketua Pengadilan Agama Unasha

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VEGA YURISDAH

No. Pokok : B 11106069

Program Studi : Strata Satuw/Timu Hukum
Bagian : llmu Hukum/Hukum Acara

Berdasarkan Surat Pengantar Penelitian Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasaruddin
Makassar, MNomor : 4107/H4.7.3/PL.O6/2010, untuk melakukan penelitian di Pengadilan
Agama Unaaha, maka dengan ini menerangkan bahwa yang hersangkutan telah selesai

melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Unaaha, dengan judul Skripsi: * Proses

Penyelesaian Senghketa Penjualan Harta Bersama yang dilakukan oleh Suami Tanpa

Persetujuan Isteri (Studi Kasus No. 8 /P3t.G/2009/PA.Una)™

s i elesaian studi
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dijadikan sehagai bahan dalem peny

selanjutnya,




